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KEPUTUSAN CAMAT MUARA UYA 
NOMOR :  06  TAHUN 2026 

TENTANG 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 
KECAMATAN MUARA UYA TAHUN 2025 

CAMAT MUARA UYA 
 

 
Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparasi 

pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil 

guna bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui 

kemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta 

sasaran organisasi;  

b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah di pandang perlu menetapkan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Uya;  

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Muara Uya 

tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Kecamatan Muara Uya Tahun 2025;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 2756); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang 

penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  

 

/ Kolusi……………. 
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Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851);  

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844);  

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);  

10. Peraturan .................................. 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817);  

13. Instruksi Presiden Republik Indonsesia Nomor 5 Tahun 2004 

Percepatan Pemberantasan Korupsi;  

14. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah;  

15. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja 

dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;  

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah;  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah 04); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, 

Tambahan Lembaran Daerah 02); 

19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 

11); 

21. Peraturan .............................. 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 

Nomor 07; 

23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Tabalong Tahun Anggaran 2025 . 

24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 . 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  

 

:  

KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Uya Tahun 

2025 

KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud Diktum Kesatu 

merupakan laporan Camat Muara Uya kepada Bupati Tabalong  

sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Camat Muara Uya. 

KETIGA : Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara 

Uya  Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu 

terlampir yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan 

dengan Keputusan ini. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Muara Uya 
Pada tanggal   Januari 2026 

 

Camat Muara Uya, 

 

 

AIDY RISYAWAL, S.STP. M.Sos 
Pembina 

NIP. 19900502 201010 1 001 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan 

rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP)Kecamatan Muara Uya dapat disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP)Kecamatan Muara Uya merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban 

terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas 

pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan 

pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Muara Uya. 

Visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan program dan kegiatan Kecamatan 

Muara Uya lima tahunan telah tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan. Laporan 

ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Muara Uya dalam 

melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan 

ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang 

diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan 

dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh 

Kecamatan Muara Uya. 

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP)ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban serta evaluasi 

terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan Muara Uya di tahun 2025 dalam rangka 

perwujudan good governace, oleh karena itu terhadap kekurangan dalam penyajian 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)Kecamatan Muara Uya ini saran dan 

masukan dari mana pun akan sangat kami hargai demi perbaikan di masa mendatang. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi 

pengabdian kita kepada Bangsa dan Negara, Amien. 

 

Muara Uya,      Februari  2026 

Camat Muara Uya, 

 

 

AIDY RISYAWAL, S.STP. M.Sos 
Pembina 

NIP. 19900502 201010 1 001 

 

IKHTISAR EKSEKUTIF 
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Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya 

guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil, perlu 

adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk 

mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP)yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi 

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disamping sebagai bentuk 

pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.  

Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Muara Uya secara khusus mengacu 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Review Rencana 

Strategis Kecamatan Muara Uya Tahun 2024-2029 yang merupakan kerangka acuan 

bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Muara Uya yang disusun setiap tahun 

melalui dukungan dana APBD sekaligus untuk mewujudkan RPJMD Kabupaten 

Tabalong. 

Pada tahun 2025  Kecamatan Muara Uya mempunyai sasaran strategis yakni : 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan Umum. 

2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Desa dalam Pembangunan Wilayah 

3. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bermasyarakat. 

Keberhasilan pencapaian sasaran secara umum dikarenakan beberapa  faktor 

diantaranya : 

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. 

2. Meningkatkan pembinaan, monitoring dan fasilitasi terhadap kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. 

3. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi kepada dinas terkait dalam upaya 

peningkatan capaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan. 

4. Meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan re-orientasi terhadap program 

dan kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen 

perencanaan, melakukan singkronisasi antara dokumen perencanaan, dokumen 

Renstra serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan 

perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Namun demikian, selama kurun waktu menyelesaikan kegiatan tahun 2025 

masih ditemui kendala/hambatan yang selalu diupayakan langkah-langkah 

penyelesaian dan antisipasi untuk tahun-tahun kedepan. 
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Kendala/hambatan yang Dihadapi Upaya Penyelesaian 

Kurang Maksimalnya kualitas Pelayanan 

Publik Pada Masyarakat di Kecamatan 

Muara Uya pada tahun 2025 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Kepada Masyarakat di Kecamatan 

Muara Uya 

Masih rendahnya jumlah sekaligus 

tingkat kualitas sumber daya aparatur 

di Kecamatan Muara Uya pada tahun 

2025 

Peningkatan kualitas sumber daya 

aparatur melalui bimtek & pelatihan 

Keterbatasan anggaran dalam 

pelaksanaan program/kegiatan akibat 

rasionalisasi anggaran Tahun 2025 

Mengusulkan penambahan anggaran 

untuk pelaksanaan program/kegiatan 

 

 

 

 

  



xv 

 

 

 

KATA PENGANTAR          ……………………………………………………………….……………….. vii 

RINGKASANEKSEKUTIF  ……..……………….……………………………………….………………. viii 

DAFTAR ISI          ……………………………….……………………………………………………………        x 

BAB I PENDAHULUAN    .. ..……………………………………………………………………... 1 

 1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi                

………………………………………………………………………………………...….. 

                   

 1.2 Isu Strategis   …………………………….………………………………………… 9 

 1.3 Sistematika Penulisan    ……………………………………………………….. 10 

BAB II PERENCANAAN KINERJA   .……………………………..……………………………. 11 

 2.1 Rencana Strategis ………………………………………………………………... 11 

 2.2 Indikator Kinerja Utama ……………………………………………………… 17 

 2.3 Perjanjian Kinerja ………………….……………………………………………. 17 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA    …………………………………………………………. 32 

 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama   …………………… ….………………. 33 

 3.2 Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025   ………………………………… 38 

 3.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis   …………………………. 39 

 3.4  

3.5          

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya   ……………….. 

Realisasi Anggaran    …………………………………………………………….. 

46 

48 

BAB IV PENUTUP    …………………………………………………………………………………. 53 

 4.1 Kesimpulan ...………………………………………………………………………. 53 

 4.2 Saran       …..………………………………………………………………………….. 54 

LAMPIRAN-LAMPIRAN    

.………………………………………………………………………………. 

 

DAFTAR ISI 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented 

government), sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai 

pelaksanaan tahun anggaran 2025 Kecamatan Muara Uya menyusun Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 sebagai laporan kinerja tahunan yang berisi 

pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran 

strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berisi ikhtisar 

pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja 

dan dokumen perencanaan. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP)bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain 

yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, 

Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Uya bertujuan 

untuk : 

a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja 

Kecamatan Muara Uya dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dengan 

penetapan kinerja. 

b. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan 

Muara Uya. 

c. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan kinerja 

Kecamatan Muara Uya pada tahun berikutnya. 

 

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok. 

Adapun yang menjadi dasar Hukum Penyusunan LKJiP Kecamatan Muara Uya 

tahun 2025 adalah sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1965  tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Tanah Laut,Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 2756) ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah  diubah, dengan Peraturan Pemerintah pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741); 

7. Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesis Nomor 4737) ; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten 

Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014  Nomor 

16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05); 

10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Uraian 

Tugas Kecamatan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten 

Tabalong  Tahun 2015 Nomor 61); 
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11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan,  Susunan  Orgnisasi,  Tugas  dan  Fungsi serta  Tata Kerja 

Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong. 

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 tahun 2023 tentang Tentang 

Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong. 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2023 Tentang 

Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan 

dan Kelurahan Kabupaten Tabalong, Kecamatan dipimpin oleh Camat 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

Fungsi Kecamatan Muara Uya adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan 

administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan 

administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan 

daerah dengan satuan kerja di lingkungan Kecamatan. Untuk melaksanakan 

fungsi tersebut, maka Kecamatan Muara Uya terbagi dalam beberapa urusan 

yaitu : 

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

2. Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan 

Otonomi Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Kecamatan 

Muara Uya  mempunyai fungsi : 

a. Pengkoordinasian kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 

c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah di 

tingkat kecamatan; 

f. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa; 

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa; 

i. Penata usahaan Sekretariat Kecamatan; dan  

 1 
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j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

 

C. Struktur Organisasi Kecamatan Muara Uya 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka Sesuai dengan 

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas 

Kecamatan di Kabupaten Tabalong, ditetapkan Struktur Organisasi Kecamatan 

Muara Uya adalah sebagai berikut : 

a. Camat 

b. Sekretariat terdiri : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Seksi Pemerintahan 

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

e. Seksi Pembangunan 

f. Seksi Kesejahteraan Rakyat 

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri : 

1. Bendahara. 

2. Penata dan Operator Layanan Operasional 

3. Pengadministrasian 

4. Penelaah Tekhnis Kebijakan 

Berikut adalah data Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kecamatan 

Pugaan berdasarkan berdasarkan pangkat, golongan, jabatan dan latar 

belakang pendidikan : 

 

Tabel 1.1 
Jumlah Pegawai Kecamatan Muara Uya Berdasarkan Pangkat, 

Golongan, Jabatan Dan Latar Belakang Pendidikan 

NO. NAMA / NIP PENDIDIKAN 
PANGKAT / 

GOL 
JABATAN 

1. 
AIDY RISYAWAL, S.STP, M.Sos 

19900502 201010 1 001 
S 2  

Pembina 

( IV/a) 
Camat  

2. 

H. JOHRANSYAH, S.AP. Kp 

19750602 199503 1 003 S 1  
Pembina 

( IV/a) 
Sekretaris Camat 

3 
Drs. AHMADI 

19680324 199503 1 002 

S 1  Penata Tk. I 

( III / d ) 

      Kasi 

Pemerintahan 

4. 
RANO EFFENDI, SE 

19770618 200901 1 008 
S 1 

Penata Tk. I 

( III / d ) 
Kasi Trantib 



5 

 

5 
H.M.AZIDINOOR, ST.A.Kp 

19821120 200904 1 001 
S 1  

Penata Tk. I 

( III / d ) 
Kasi Pembangunan 

6 
Hj. NORHATIAH, S.Ag 

19711031 200701 2 010 
S1 

Penata Tk. I  

( III/d ) 
 Kasi Kesra 

7 
SUYATI, SE, MM 

19780602 200501 2 015 
S 2 

Penata Tk. I 

( III / d ) 

Kasubag 

Perenc & Keu 

8 
HALIMATU SAKDIAH, SE 

19720101 201408 2 004 
S1 

Penata   

( III/c ) 

Kasubag Umum dan 

Kepegawaian 

9 
IBNUS SAJARI, S.AP 

19681025 200701 1 029 
S 1 

Penata Muda Tk. 1  

( III/b ) 

Penelaan Teknis 

Kebijakan  

10 
ISMAIL, A.Md 

19780602 201101 1 008 
D3 

Penata Muda Tk. 1  

( III/b ) 

Pranata Komputer 

Mahir 

11 
H. IRPANSYAH, S.AP 

19710521 200906 1 004 
S1 

Penata Tk. I 

( III/b ) 

Penelaan Teknis 

Kebijakan 

12 
HARTONO 

19751028 200501 1 013 
SLTA 

Pengatur muda 

( III/a ) 

Pengadministrasi 

Keuangan  

13 NOVI WARTA PUTRA D III 
Pengatur TK I 

( II/d) 

Pengadministrasi 

Perkantoran 

14 MISBAHUL JANNAH, S.Pd.I S 1 XI 
Penata Layanan 

Operasional 

15 LISTIANING SRI HASTUTI SLTA V 
Operator Layanan 

Operasional 

 

Sumber :  Kepegawaian Kecamatan Muara Uya Tahun 2026
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Gambar 1.1 
       STRUKTUR ORGANISASI 

  KECAMATAN MUARA UYA KABUPATEN TABALONG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Bagian Kepegawaian Kantor Kecamatan Muara Uya,2026  : Garis Komando 

  : Garis Koordinas 

 

CAMAT 

Sekcam 

 

Kasubbag Perencanaan & Keuangan Kasubbag Umum & Kepegawaian 

Kasi Pemerintahan Kasi Pembangunan Kasi Trantib Kasi Kesra 

Kelompok Jabatan Fungsional 

D E S A 
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1. Camat 

Mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Membantu dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan 

yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ; 

b. Merumuskan strategi operasionalisasi kewenangan yang dilimpahkan 

oleh Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman 

pada peraturan perundang – undangan, petunjuk teknis dan sumber 

yang relevan ; 

c. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah 

dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan 

kepada masyarakat berdasarkan pada rumusan yang telah dibuat ; 

d. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah propinsi, 

SKPD dan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kewenangan 

yang telah dilimpahkan oleh Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar 

tercipta sinkronisasi dan keterpaduan ; 

e. Melaksanakan strategi operasional kewenangan yang diberikan oleh 

Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

kepada masyarakat berdasarkan pada rumusan yang telah dibuat ; 

f. Melakukan fungsi pengkoordinasian di tingkat kecamatan, yaitu : 

1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; 

2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum ;  

3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang–undangan ; 

4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; 

5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan–kegiatan 

pemerintahan di tingkat kecamatan ; 

6) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan ; 

7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan 

desa / kelurahan ; 

8) Penatausahaan sekretariat ; 

g. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap semua 

pelaksanaan kegiatan bawahan dalam rangka menjamin tercapainya 

semua rencana secara efisien, efektif, dan akuntabel ; 
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h. Melaksanakan evaluasi dengan melakukan penyesuaian menurut 

peraturan perundang – undangan, ketersediaan anggaran dan 

perkembangan yang terjadi; 

i. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban dan bahan 

informasi untuk pengambilan kebijakan bagi Kepala Daerah ; 

j. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah 

sesuai dengan bidang tugasnya ; 

2. Sekretariat Camat 

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, 

bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal : 

a. Menyusun rencana program administrasi perkantoran, perlengkapan, 

perencanaan program, pengelolaan keuangan dan kepegawaian intern 

dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan, petunjuk 

teknis dan sumber yang relevan; 

b. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan SKPD dan dinas/lembaga 

terkait dalam penyusunan program bidang administrasi perkantoran, 

perencanaan program, pengelolaan keuangan dan kepegawaian agar 

tercipta sinkronisasi dan keterpaduan ; 

c. Melaksanakan penyelenggaraan program administrasi perkantoran, 

perlengkapan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian berdasarkan 

pada rencana program yang telah disusun ; 

d. Melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan 

tugas – tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif 

sebagai bahan dalam pembuatan perencanaandan pelaporan ; 

e. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada kegiatan sub bagian 

untuk mendukung terlaksananya program administrasi perkantoran, 

perlengkapan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian secara efektif 

dan efisien ; 

f. Melakukan evaluasi dalam penyusunan rencana dan melaksanakan 

program dengan melakukan penyesuaian menurut peraturan 

perundang–undangan, ketersediaan anggaran dan perkembangan yang 

terjadi ; 

g. Membuat laporan hasil pelaksanaan program sebagai 

pertanggungjawaban dan bahan informasi dalam kebijakan ; 

h. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan 

dibantu oleh : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a) Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian 

b) Penyiapan bahan dan data administrasi umum dan kepegawaian 

c) Penerimaan pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian surat – 

surat 

d) Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, 

cuti, mutasi pegawai, pensiunan, dan penghargaan 

e) Penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan 

pegawai 

f) Pelaksanaan lain yang diberikan oleh atasan 

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

a) Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan DPA 

b) Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan anggaran 

c) Penyusunan laporan administrasi keuangan 

d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

3. Seksi Pemerintahan 

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas 

membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal : 

a. Penyusunan rencana kegiatan bidang pemerintahan dan 

kependudukan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan 

b. Penyiapan bahan pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian 

kegiatan di bidang pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan dan 

Kelurahan 

c.  Perumusan kebijaksanaan operasional dan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan dan Kelurahan 

d. Pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan 

e. Pengelolaan administrasi data pertanahan serta masalah keagrariaan 

yang berkaitan dengan pemerintahan 

f. Pembinaan administrasi pemerintahan di Kelurahan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

4. SeksiPembangunan 

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas 

membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal : 

a. Perumusan pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan 
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b. Pengumpulan, pengolahan data dan turut serta memantau dan 

mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan 

c. Perumusan program pembinaan perekonomian masyarakat dan 

lingkungan hidup 

d. Pelayanan informasi pembangunan dan pemberian 

perizinan/rekomendasi 

e.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat 

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat 

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas 

dan tanggung jawab kepada Camat dalam hal : 

a. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan 

pedoman pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat, 

pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga, bantuan sosial, 

pembinaan kehidupan beragama, Keluarga Berencana dan Pendidikan 

dan Kebudayaan 

b. Pemberdayaan lembaga–lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh 

masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan 

partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam 

pembangunan 

c. Pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna (TTG) 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat 

6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi, bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal  

a. Perumusan kebijakan operasional dibidang ketentraman dan 

ketertiban umum 

b. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan ketentraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 

c. Pengkoordinasian upaya ketentraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat 

d. Penyusunan rencana operasional dan evaluasi di bidang ketentraman 

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 

e. Pendataan dan pencatatan serta pelaporan hal–hal yang berkaitan 

dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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D. Isu Strategis 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Muara Uya 

Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diantaranya 

: 

1. Permasalahan pada Sekretariat : 

a. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola program dan 

kegiatan maupun administrasi umum lainnya. 

b. minimnya anggaran yang tersedia untuk menunjang operasional 

perkantoran. 

c. Belum optimalnya manajemen informasi data dalam penyusunan 

perencanaan maupun pelaporan akuntabilitas kinerja Kecamatan Muara 

Uya. 

d. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi lain 

e. Belum tersedianya ruangan khusus untuk mengarsipkan dokomen-

dokumen perencanaan dan keuangan 

f. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan masih 

kurang 

2. Permasalahan pada Seksi Pemerintahan : 

a. Rendahnya SDM aparatur desa 

b. Rendahnya disiplin aparatur desa dalam pemenuhan laporan rutin yang 

tepat waktu 

c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 

3. Permasalahan pada Seksi Pembangunan : 

a. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam musyawarah 

perencanaan pembangunan didesa dan kecamatan. 

b. Minimnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan pemberdayaan 

masyarakat. 

4. Permasalahan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan 

b. Minimnya anggaran tersedia untuk kegiatan kemasyarakatan 

5. Permasalahan pada Seksi Keamanan dan Ketertiban 

a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk pengurusan perizinan 

mendirikan bangunan dan izin lainnya. 

b. Belum optimalnya pembinaan Linmas Desa 
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Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap fungsi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa menjadi permasalahan pokok Kecamatan 

Muara Uya Kabupaten Tabalong diantaranya adalah : 

1. Rendahnya akuntabilitas kinerja pegawai di lingkungan Kecamatan Muara 

Uya. 

2. Rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan umum di Kecamatan Muara 

Uya. 

3. Rendahnya kapasitas pemerintahan desa di Kecamatan Muara Uya. 

4. Rendahnya ketentraman, ketertiban dan penegakan Perda di Wilayah 

Kecamatan Muara Uya.  

 

E. Sistematika Penyajian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab l Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang 

penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan 

Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan 

menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani. 

Bab ll Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan secara ringkas 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 – 2021, 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2020, dan Penetapan 

Kinerja Tahun 2020. 

Bab lll Adalah akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, 

keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban 

pencapaian hasil tahun 2020. 

Bab lV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 2025 - 2029 

Sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Muara Uya telah menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 

selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2025 -2029 yang 

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin 

timbul. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Uya merupakan 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dokumen 

perencanaan tahunan lainnya, sekaligus sebagai bagian dari upaya 

mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah dalam kurun 

waktu lima tahun kedepan. 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan 

strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja 

instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya 

manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan 

perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. 

Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2025 – 

2029 : ”MENUJU TABALONG SMART (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS, 

TERDEPAN)” ini menjadi dasar penyusunan rencana stategis (jangka 

menengah) Kecamatan pada umumnya termasuk Kecamatan Muara Uya. 

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka misi yang 

akan ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, Misi ini merupakan upaya untuk 

menciptakan kondisi dimana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup 

dengankualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, 

serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik, dan 

peluang pengembangan diri. 

2. Mendorong Kemajuan Daerah, Misi ini melakukan berbagai upaya strategis, 

terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan 

di Kabupaten Tabalong. 

3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius Misi ini merupakan upaya 

sistematis untukmembangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
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agama, menerapkan ajaran keimanan dalam kehidupan sehari-hari, serta 

menciptakan harmoni sosial berbasis toleransi dan keberagaman. 

4. Menjadi Daerah yang Terdepan , Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan 

Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk 

bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun 

nasional 

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabalong, 

maka beberapa program pembangunan prioritas telah dirumuskan oleh kepala 

daerah dan wakil kepala daerah dengan pendekatan holistik, tematik dan 

terintegritas, yakni sebagai berikut : 

1. Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan 

berusaha; 

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan 

terjangkau; 

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, religius dan 

berkarakter; 

4. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tangguh, berdaya saing dan 

inklusif 

5. Optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta 

konektivitas akses informasi; 

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimalisasi Reformasi 

Birokrasi; 

7. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang bekelanjutan dan 

berketahahan 

Adapun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan 

Muara Uya sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis 

(Renstra) Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 

 
 
 

Tabel 2.1 
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  

Kecamatan Muara Uya Tahun 2025-2029 
 

Visi  :  Menuju Tabalong SMART ( Sejahtera , Maju , Religius terdepan) 

Misi 

2 :  Mendorong Kemajuan Kabupaten Tabalong. 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Meningkatnya 

Efektifitas dan 

Efisiensi 

Terwujudnya 

Pembangunan 

Kecamatan yang lebih 

Optimalisasi dan 

Digitalisasi seluruh 

proses perencanaan, 

Menerapkan sistem 

perencanaan dan 

penganggaran berbasis 
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Pembangunan di 

Kecamatan 

terarah, tepat sasaran 

dan hemat sumber 

Daya melalui 

peningkatan efektifitas 

dan efisensi. 

penganggaran, 

pelaksanaan, hingga 

pengawasan 

pembangunan di 

kecamatan. 

kinerja terpadu yang 

didukung oleh teknologi 

informasi (e-planning dan 

e-budgeting). 

 Meningkatnya Kualitas 

tata kelola 

pemerintahan 

Mendorong 

Reformasi Birokrasi 

melalui peningkatan 

akuntabilitas, 

transparansi, dan 

kualitas pelayanan 

publik berbasis 

elektronik. 

Meningkatkan Indeks 

Reformasi Birokrasi (IRB) 

melalui implementasi e-

government dan sistem 

pelayanan terpadu satu 

pintu (PTSP). 

 

Berikut adalah target kinerja Kecamatan Muara Uya berdasarkan 

indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 
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Tabel 2.2 
Target Kinerja Kecamatan Muara Uya Tahun 2025-2030 

 

No 
NSPK DAN 

SASARAN RPJMD 

YANG RELEVAN 

Tujuan  

Kecamatan 

Muara 

Uya 

Sasaran  

Kecamatan Muara 

Uya 

Indikator Sasaran Satuan 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran 
pada Tahun ke- 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

Meningkatnya kualitas 

pembangunan desa 

 

- Meningkatnya Tata 

Kelola Pemerintahan 

yang profesional dan 

bersih 

 

- Meningkatnya toleransi 

dan kerukunan 

antarumat beragama 

Meningkatny
a efektivitas 
dan efisiensi 
pembanguna
n di 
Kecamatan 

Terwujudnya 

pembangunan 

kecamatan yang 

lebih terarah, tepat 

sasaran, dan hemat 

sumber daya melalui 

peningkatan 

efektivitas dan 

efisiensi. 

Persentase realisasi 
program/kegiatan 
kecamatan terhadap 
rencana 
(RKPD/KUA-
PPAS/APBD) (%) 

Persen 

100 100 100 100 100 100 

Persentasi usulan 
masyarakat 
(Musrenbang) yang 
masuk dalam dokumen 
perencanaan daerah (%) 

Persen 

82 84 85 87 88 89 

Persentase 
desa/kelurahan yang 
meningkat status indeks 
pembangunan desa 
(IPD) (%) 

Persen 

81 82 83 84 85 85 

Persentase kesesuaian 
antara rencana program 

dan realisasi kegiatan 

pembangunan 

kecamatan (%) 

Persen 

85 86 87 88 88 89 

Persentase kegiatan 

yang selesai tepat waktu 

dan sesuai target (%) 
Persen 

100 100 100 100 100 100 
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Meningkatnya Kualitas 
Tata Kelola 

Pemerintahan Perangkat 
Daerah 

Predikat nilai AKIP 
Perangkat Daerah 

(Predikat) 
Predikat 

BB BB BB BB BB BB 
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.  Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan 

Kecamatan Muara Uya untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, 

menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta 

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra. 

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit 

kerja mandiri sekurangkurangnya adalah Indikator keluaran (OutPut) untuk 

mendukung pencapaian sasaran strategis. Adapun Indikator Kinerja Utama 

Kecamatan Muara Uya adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Uya 

No 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Basline 

2024 Target capaian setiap Tahun 
Kondisi 

kinerja 

pada 

akhir 

periode 

RPJMD 

2025 2026 2027 2028 

 

2029 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
2030 2 

 

202 

 

202 
 

 

 

 

 
 

 

1 Predikat Nilai AKIP 

Perangkat Daerah Predikat 
B 

BB BB BB BB BB 
BB BB 

2 Persentase realisasi 
program/kegiatan 

kecamatan terhadap 

rencana 
(RKPD/KUA-

PPAS/APBD) 

Persen 

 
 

 

100 
100 100 100 100 100 

 
 

 

100 

 
 

 

100 

3 

Persentasi usulan 

masyarakat 
(Musrenbang) yang 

masuk dalam 

dokumen 
perencanaan daerah 

Persen 

 

 
80 

82 84 85 87 88 

 

 
 

89 

 

 
 

89 

4 

Persentase 

desa/kelurahan yang 

meningkat status 
indeks 

pembangunan desa 

(IPD) 

Persen 

 

 

80 
81 82 83 84 85 

 

 

 
85 

 

 

 
85 

5 

Persentase 
kesesuaian antara 

rencana program 

dan realisasi 
kegiatan 

pembangunan 

kecamatan 

Persen 

 
 

80 

85 86 87 88 88 

 
 

 

89 

 
 

 

89 

6 

Persentase kegiatan 
yang selesai tepat 

waktu dan sesuai 

target 

Persen 

 
100 

100 100 100 100 100 

 
 

100 

 
 

100 
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2.3 Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan 

terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan 

wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan 

penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu : 

2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah 

untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. 

3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 

4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 

5. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi 

dan surpervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. 

Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Uya pada tahun 2025 berjenjang dari 

Camat, Sekcam dan Eselon IV adalah sebagai berikut : 

 
.  Perjanjian Kinerja Camat 

 
 

Sasaran Strategis Indikator  Kinerja Target 

Tujuan   

1. Meningkatnya 
efektifitas dan 
Efisiesi 
Pembangunan di 
Kecamatan 

Presentase Usulan Masyarakat 
(Musrenbang) yang masuk 
kedalam dokumen Perencanaan 
Daerah 

82 % 

Persentase desa/Kelurahan yang 
meningkat Status Indeks 
Pembangunan Desa (IPD) 

81% 

Persentase Realisasi 
Program/Kegiatan kecamatan 
terhadap rencana 
(RKPD/KUA_PPAS/APBD) 

100 
Persen 

SASARAN 

 

  

2. Terwujudnya 
Pembangunan 
Kecamatan yang 
Lebih terarah , 
tepat sasaran 
Hemat Sumberdaya 

Persentase Realisasi 
Program/Kegiatan kecamatan 
terhadap rencana 
(RKPD/KUA_PPAS/APBD) 

100 % 

Persentase desa/Kelurahan yang 
meningkat Status Indeks 

81% 
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melalui 
Peningkatan 
Efektifitas dan 
Efisiensi. 

Pembangunan Desa (IPD) 

Presentase Usulan Masyarakat 
(Musrenbang) yang masuk 
kedalam dokumen Perencanaan 
Daerah 

82% 

Persentase Kegiatan yang selesai 
tepat waktu dan sesuai target 

100% 

Persentasi Kesesuaian antara 
rencana program dan realisasi 
kegiatan Pembangunan di 
Kecamatan. 

- 

3. Meningkatnya 
Kualitas tata Kelola 
Pemerintahan 
Perangkat Daerah. 

Predikat Nilai AKIP Perangkat 
Daerah 

BB 

 
 
 

No. Program 
Anggaran (Rp) 

Ket Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 

1 Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Rp 5.721.686.976,00 Rp 5.176.499.586,00 APBD-
APBD P 

2 Program 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

Rp 173.808.606,00 Rp 170.511.464,00 APBD- 
APBD-

P 

3 Program Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Kelurahan 

Rp 154.436.436,00 Rp 152.232.350,00 APBD-
APBD P 

4 Program Koordinasi 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

Rp 70.227.600,00 Rp 67.830.000,00 APBD- 
APBD-

P 

5 

Program 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

Rp 290.175.949,00 

 

 

Rp 278.394.800,00 APBD-
APBD P 

6 Program Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

Rp 75.505.992,00 Rp 74.920.000,00 APBD- 
APBD-

P 

  Jumlah 
Rp 6.485.841.559 

Rp 5.920.388.200,00 

 APBD- 
APBD-

P 

 

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 mengacu pada Renstra Tahun 

2025-2029. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2024 meliputi 

3 sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut 

dilakukan melalui 4 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian 

kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (cascading) mulai dari eselon III dan 

eselon IV sebagaimana tabel berikut : 
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Untuk mensukseskan pencapaian sasaran strategis ini, maka Camat Muara 

Uya membagi tanggung jawab tersebut secara berjenjang kepada bawahannya 

sesuai tupoksi dari masing-masing fungsi yang ada di Kecamatan Muara Uya 

sebagai mana tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang terlampir dalam 

dokumen LkjIP ini. Adapun pembagian tanggung jawab tersebut secara singkat 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. Sasaran strategis 1, dengan indikator kinerja 1 tingkat penyelesaian 

pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan ) menjadi 

tanggung jawab Seksi Tantib. 

2. Sasaran strategis 1, dengan indikator kinerja 1 Nilai AKIP yang ditindak 

lanjuti menjadi tanggung jawab bagian Sekretariat. 

3. Sasaran strategis 2, dengan indikator kinerja 2 Presentase layanan umum 

lainnya tepat waktu menjadi tanggung jawab Seksi Pemerintahan, Seksi 

Kesra 

4. Sasaran strategis 3, dengan indikator kinerja Tingkat keterlibatan 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi tanggung jawab 

Seksi Pembangunan. 

 

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, 

Kecamatan Muara Uya melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran 

induk tahun 2025 sebesar Rp 6.414.841.159,00 dan anggaran perubahan tahun 

2025  sebesar Rp. 6.485.841.559,00,-. Berikut adalah program-program yang 

termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Uya pada tahun 

anggaran 2025 

 

Tabel 2.5 

Rencana Kerja (Renja) Program Kegiatan 

pada Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 

No.            Program/Kegiatan Anggaran Ket 

      Sebelum 

Perubahan  

  Setelah Perubahan 
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1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Perencanaan, penganggaran dan     

evaluasi kinerja 

Administrasi keuangan 

perangkat daerah 

Administrasi umum perangkat 

daerah 

Pengadaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintahan 

daerah 

Penyediaan jasa penunjang 

urusan pemerintahan daerah 

Pemeliharaan barang milik 

daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah 

 

Rp 3.817.964.240,00 

Rp 44.770.920,00 

 

Rp 2.967.194.752,00 

 

Rp 378.032.381,00 

Rp 922.093.238,00 

 

Rp 353.579.790,00 

 

Rp 892.245.653,00 

 

Rp 5.721.686.976,00 

Rp 38.596.920,00 

 

Rp 3.023.809.747,00 

 

Rp 275.922.993,00 

Rp 549.090.221,00 

 

Rp 351.945.242,00 

 

Rp 1.482.321.8500 

 

 

 

 

A 

P 

B 

D 

2.  Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pelayanan 

Publik 

Koordinasi penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan di 

tingkat kecamatan 

 

Rp 152.038.740,00 

 

Rp 152.038.740,00 

Rp 173.808.606,00 

 

Rp 173.808.606,00 

 

A 

P 

B 

D 

3.  Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan Kelurahan 

Koordinasi kegiatan 

pemberdayaan desa 

Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

Tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan 

 

Rp 184.101.344,00 

 

Rp 21.816.200,00 

Rp 162.285.144,00 

Rp 154.436.436,00 

 

Rp 7.732.800,00 

Rp 146.703.636,00 

 

 

A 

P 

B 

D 
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4.  Program Koordinasi 

Ketentraman dan Ketertiban 

Umum 

  

Koordinasi upaya 

penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum 

 

 

Rp 83.436.000,00 

 

 

Rp 83.436.000,00 

 

Rp 70.227.600,00 

 

 

Rp 70.227.600,00 

 

A 

P 

B 

D 

 
Berikut adalah ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kecamatan Muara 

Uya pada tahun 2025 : 

 

Tabel 2.6 
Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja pada  

 Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 
 

N
o. 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target 

Rincian Target 
Program dan Kegiatan Turut 

Mendukung TW. 
I 

TW. 

II 

TW. 

III 

TW. 

IV 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terwujudnya 

pembangunan 

kecamatan 
yang lebih 

terarah, tepat 

sasaran, dan 

hemat 
sumber daya 

melalui 

peningkatan 
efektivitas 
dan efisiensi. 

PERSENTASE 

REALISASI 

PROGRAM/KEGIATA

N KECAMATAN 

TERHADAP 

RENCANA 

(RKPD/KUA-

PPAS/APBD) (%) 

100% 25% 50% 75% 100
% 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

•Perencanaan, penganggaran dan 
evaluasi kinerja perangkat daerah 

•Administrasi keuangan perangkat 
daerah 

•Administrasi umum perangkat 
daerah 

•Pengadaan barang milik daerah 
penunjang urusan pemerintah 
daerah 

•Penyediaan jasa penunjang urusan 
pemerintahan daerah 

•Pemeliharaan barang milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintahandaerah. 

 Persentasi usulan 

masyarakat 

(Musrenbang) yang 

masuk dalam 

dokumen 

perencanaan daerah 

(%) 

82% 82% - - - Program Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintahan Desa 

 Fasilitasi, rekomendasi dan 
koordinasi pembinaan dan 
pengawasan pemerintahan desa 

 

      

Persentase 

desa/kelurahan 

yang meningkat 

status indeks 

pembangunan desa 

(IPD) (%) 

81% - - - 81% Program Penyelengaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 

 Penyelengaraan Urusan 
Pemerintah Umum sesuai 
penugasan Kepala Daerah 

 Koordinasi kegiatan 
pemberdayaan desa 
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Persentase 

kesesuaian antara 

rencana program 

dan realisasi 

kegiatan 

pembangunan 

kecamatan (%) 

85% - - - 85%   

     

Persentase kegiatan 

yang selesai tepat 

waktu dan sesuai 

target (%) 

100% 25% 50% 75% 100
% 

Program Koordinasi 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 

• Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

Penyelengaraan urusan 
Pemerintahan Umum sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

 Meningkatnya 

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Perangkat Daerah 

Predikat nilai AKIP 

Perangkat Daerah 

(Predikat) 

BB - -- - BB Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

• Perencanaan, penganggaran dan 
evaluasi kinerja perangkat daerah 

• Administrasi keuangan 
perangkat daerah 

• Administrasi umum perangkat 
daerah 

• Pengadaan barang milik daerah 
penunjang urusan pemerintah 
daerah 

• Penyediaan jasa penunjang 
urusan pemerintahan daerah 

• Pemeliharaan barang milik 
daerah penunjang urusan 
pemerintahandaerah 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Akuntabilitas kinerja organisasi. 

Indikator Kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah di tetapkan. 

Karakteristik indikator kinerja Kecamatan Muara Uya bersifat positif, 
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yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin 

baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No Nilai Angka Interpretasi 

1. 91 % < 100% Sangat Tinggi 

2. 76% <90% Tinggi 

3. 66% < 75% Sedang 

4. 51% < 65% Rendah 

5. <50% Sangat Rendah 

  Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 

 

Berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/034/2024   

Tahun 2024   Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong 

Nomor 188.45/033/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan 

RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024, telah ditetapkan 16 (Enam 

belas) sasaran dan 27  (dua puluh tujuh) indikator yang terdapat pada 

Perjanjian Kinerja, sebagai berikut: 

Tujuan 1, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 1  indikator; 

Tujuan 2, dijabarkan kedalam 8 sasaran, dan 12 indikator;   

Tujuan 3, dijabarkan kedalam 6 sasaran, dan 9  indikator. 

Tujuan 4, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 5 indikator 

 

 

Capaian Kinerja Tahun 2025 

 

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja 

sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada 

indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci 

capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2025 adalah 

sebagai berikut : 

Capaian Kinerja Pada Kecamatan Muara Uya tahun 2025 berdasarkan 

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Uya yang tertuang dalam 

perjanjian Kinerja. 

Tabel : 3.2 
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Capaian Indikator Kinerja  Utama  Tahun 2025 

Kantor Kecamatan Muara Uya 

No Indikator Kinerja  

 

Realisas

i 2024  

2025  

Target 

Akhir 

RPJM

D 

Capaia

n s/d  

tahun 

2025 

(%) 

 

Keterangan 

Satuan 

Targe

t 

Realisasi Capaian 

Realisas

i 

%  

1 Persentase realisasi 

program/kegiatan 

kecamatan terhadap 

rencana (RKPD/KUA- 

PPAS/APBD) (%) 

Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sangat 

Tinggi 

2. Persentasi usulan 

masyarakat 

(Musrenbang) yang 

masuk dalam dokumen 

perencanaan 

daerah (%) 

Persen 

80% 
82% 

82% 100% 89% 82% 
Sangat 

Tinggi 

3. Persentase 

desa/kelurahan yang 

meningkat status indeks 

pembangunan Desa ( 

IPD) 

Persen 

80% 81% 81% 100% 

85% 

81% 

Sangat 

Tinggi 

4. Persentase 
kesesuaian 
antara rencana 
program dan 
realisasi 
kegiatan 
pembangunan 
kecamatan 
(%) 

Persen 

80% 85% 85% 100% 

89% 

85% 

Sangat 

Tinggi 

5. Persentase 
kegiatan yang 
selesai tepat waktu 
dan 
sesuai target (%) 

Persen 100% 

100% 

100% 100% 100% 100% Sangat 

Tinggi 

6. Predikat nilai 
AKIP 
Perangkat 
Daerah 
(Predikat) 

Indeks 

B BB BB 100% 

BB 

BB 

Sangat 

Tinggi 

 

Tabel 3.3 

PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN 

 

No Interpretasi Jumlah Sasaran 

1. Sangat Tinggi 6 

2. Tinggi 0 
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3. Sedang  0 

4. Rendah 0 

5. Sangat Rendah 0 

6. Data Belum Rilis 0 

Jumlah 6 

 
 

4. 2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 

 

 
Penjelasan Penjelasan untuk capaian kinerja Kecamatan Muara Uya  per sasaran dan 

indikator adalah sebagai berikut : 

Capaian kinerja sasaran 1 :  

Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, 

dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi. Dapat 

dilihat pada Tabel Berikut  

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

e

r

s

e

n

No Indikator Kinerja  Satuan 
Realisasi 
2024   

2025   Target 

Akhir 
RPJMD 
(2030) 

Capaian 

s/d 2025  
(%) Target Realisasi Capaian 

Realisasi % 

1. 

Persentase realisasi 
program/kegiatan 
kecamatan terhadap 
rencana 
(RKPD/KUA- 
PPAS/APBD) (%) 

Persen 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 

Persentasi usulan 
masyarakat 
(Musrenbang) yang 
masuk dalam 
dokumen 
perencanaan 
daerah (%) 

Persen 80% 82% 82% 100% 89% 82% 

3 

Persentase 
desa/kelurahan 
yang meningkat 
status indeks 
pembangunan Desa 
( IPD) 

Persen 

80% 81% 81% 100% 

85% 

81% 

4 

Persentase 
kesesuaian 
antara 
rencana 
program dan 
realisasi 
kegiatan 
pembangunan 
kecamatan 
(%) 

Persen 

80% 85% 85% 100% 

89% 

85% 

5 

Persentase 
kegiatan yang 
selesai tepat 
waktu dan 
sesuai target (%) 

Perssen 

100% 

100% 

100% 100% 100% 100% 

25  
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tase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA- 

PPAS/APBD) (%). Capaian indikator ini untuk tahun 2025 adalah 100% 

dari target sebesar 100% dengan persen capaian 100%, Persentasi 

usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan 

daerah (%) Capaian indikator ini untuk Tahun 2025 adalah 82% dari 

target sebesar 82% dengan persentase Capaian 100%, Persentase 

desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%) Capaian 

indikator ini untuk Tahun 2025 adalah 81% dari target sebesar 81% 

dengan persentase Capaian 100%, Persentase kesesuaian antara rencana 

program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)Capaian 

indikator ini untuk Tahun 2025 adalah 85% dari target sebesar 85% 

dengan persentase Capaian 100%, Persentase kegiatan yang selesai 

tepat waktu dan sesuai target (%)Capaian indikator ini untuk Tahun 

2025 adalah 100% dari target sebesar 100% dengan persentase Capaian 

100%, 

 Analisis Persentase Realisasi Program/kegiatan Kecamatan Terhadap  

            Rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) 

Indikator persentase realisasi program/kegiatan kecamatan 

terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) menunjukkan kinerja yang sangat 

optimal dan konsisten, dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 100% dan 

pada Tahun 2025 juga mencapai 100% dari target yang ditetapkan 

sebesar 100%. Capaian realisasi Tahun 2025 sebesar 100% serta capaian 

kumulatif sampai dengan Tahun 2025 yang tetap berada pada angka 100% 

menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan. 

Selain itu, target akhir RPJMD Tahun 2030 yang juga sebesar 100% 

menegaskan komitmen untuk mempertahankan tingkat realisasi yang 

maksimal. Kondisi ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan, 

pengendalian, dan pelaksanaan program, sehingga ke depan perlu 

dipertahankan dengan tetap memperhatikan kualitas output dan outcome 

agar tidak hanya berfokus pada serapan anggaran semata 
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Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa perbandingan antara target 

dan realisasi kinerja tahun ini berada pada tingkat yang sama, yaitu 100%, sehingga 

tidak terdapat deviasi atau selisih capaian. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 

sebelumnya, capaian tahun 2025 tetap konsisten sebesar 100%, menunjukkan stabilitas 

dan kesinambungan kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, apabila 

dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis 

(RPJMD) yang juga ditetapkan sebesar 100% hingga tahun 2030, capaian sampai 

dengan tahun 2025 telah berada pada jalur yang sesuai (on track). Dalam hal 

perbandingan dengan standar nasional, indikator ini pada prinsipnya telah memenuhi 

bahkan mencapai standar maksimal kinerja pelaksanaan program, karena seluruh 

kegiatan terlaksana sesuai rencana. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang 

matang, pengendalian dan monitoring yang rutin, serta koordinasi yang baik antar 

pelaksana kegiatan, sehingga tidak terdapat kegagalan atau penurunan kinerja; 

alternatif solusi yang dilakukan untuk menjaga capaian antara lain melalui evaluasi 

berkala dan percepatan pelaksanaan kegiatan apabila terdapat potensi keterlambatan. 

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian 100% menunjukkan bahwa 

anggaran, waktu, dan sumber daya manusia telah dimanfaatkan secara optimal sesuai 

perencanaan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan program. 

Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam 

dokumen perencanaan daerah (%) 

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa perbandingan antara 

target dan realisasi tahun 2025 berada pada angka yang sama, yaitu 

82%, sehingga target tahunan telah tercapai dengan tingkat capaian 

100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) 

sebesar 80%, terjadi peningkatan kinerja sebesar 2%, yang menunjukkan 

adanya perbaikan dalam mengakomodir usulan masyarakat ke dalam 

dokumen perencanaan daerah. Namun demikian, apabila dibandingkan 

dengan target akhir RPJMD sebesar 89%, capaian sampai dengan tahun 

2025 yang berada pada angka 82% masih perlu ditingkatkan agar selaras 

dengan target jangka menengah. Dalam hal perbandingan dengan standar 

nasional (jika ada), capaian ini dapat dikategorikan cukup baik 

karena mayoritas usulan masyarakat telah terakomodir dalam dokumen 

perencanaan. Peningkatan kinerja dipengaruhi oleh proses verifikasi 
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dan sinkronisasi usulan yang lebih terarah serta koordinasi yang 

lebih baik antar perangkat daerah, meskipun masih terdapat 

keterbatasan anggaran dan prioritas program yang menyebabkan tidak 

seluruh usulan dapat diakomodasi. Dari sisi efisiensi penggunaan 

sumber daya, capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah 

berjalan efektif, namun masih diperlukan optimalisasi dalam 

penyelarasan prioritas dan penguatan kualitas usulan agar persentase 

akomodasi dapat meningkat dan mendekati target RPJMD. 

Analisis Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks 

pembangunan Desa ( IPD) 

 Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa target tahun 2025 sebesar 

81% telah tercapai dengan realisasi 81%, sehingga tingkat capaian kinerja 

tahun ini mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 

(2024) sebesar 80%, terjadi peningkatan sebesar 1%, yang menunjukkan adanya 

tren perbaikan meskipun relatif moderat. Apabila dibandingkan dengan target 

jangka menengah (RPJMD) sebesar 85%, capaian sampai dengan tahun 2025 masih 

berada di bawah target akhir, sehingga diperlukan upaya percepatan peningkatan 

status desa/kelurahan pada tahun-tahun berikutnya. Dalam hal perbandingan 

dengan standar nasional (jika ada), capaian ini dapat dikategorikan baik 

karena mayoritas desa/kelurahan menunjukkan peningkatan status pembangunan. 

Keberhasilan ini didukung oleh sinergi program pemberdayaan masyarakat, 

peningkatan pelayanan dasar, serta dukungan pembinaan dari pemerintah daerah, 

meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan kapasitas 

aparatur desa. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian yang sesuai 

target menunjukkan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara 

efektif, namun tetap diperlukan optimalisasi intervensi program agar 

peningkatan status IPD dapat lebih signifikan dan mampu mencapai target RPJMD. 

Analisis Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi 

kegiatan pembangunan kecamatan(%) 

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa target tahun 2025 sebesar 85% 

telah tercapai dengan realisasi sebesar 85%, sehingga tingkat capaian kinerja 

tahun ini mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 

(2024) sebesar 80%, terjadi peningkatan sebesar 5%, yang menunjukkan adanya 
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perbaikan dalam konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) sebesar 

89%, capaian sampai dengan tahun 2025 yang berada pada angka 85% masih perlu 

ditingkatkan agar dapat mencapai target akhir yang telah ditetapkan. Dalam hal 

perbandingan dengan standar nasional (jika ada), capaian ini dapat 

dikategorikan baik karena sebagian besar program telah terlaksana sesuai dengan 

rencana yang disusun. Keberhasilan ini didukung oleh penguatan proses 

perencanaan, monitoring dan evaluasi yang lebih terarah, serta koordinasi antar 

pelaksana kegiatan, meskipun masih terdapat faktor penyesuaian anggaran dan 

dinamika kebutuhan prioritas yang mempengaruhi tingkat kesesuaian. Dari sisi 

efisiensi penggunaan sumber daya, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

program telah berjalan efektif, namun tetap diperlukan peningkatan kualitas 

perencanaan dan pengendalian agar tingkat kesesuaian dapat lebih optimal dan 

selaras dengan target RPJMD. 

Analisis Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dansesuai target 

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa target tahun 2025 sebesar 100% 

telah tercapai dengan realisasi sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja 

tahun ini mencapai 100% tanpa deviasi. Jika dibandingkan dengan realisasi 

tahun sebelumnya yang juga sebesar 100%, capaian ini menunjukkan konsistensi 

dan stabilitas kinerja dalam penyelesaian kegiatan tepat waktu dan sesuai 

target. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) yang 

ditetapkan sebesar 100%, capaian sampai dengan tahun 2025 telah sepenuhnya 

selaras dan berada pada jalur yang sangat baik. Dalam hal perbandingan dengan 

standar nasional (jika ada), capaian ini dapat dikategorikan sangat optimal 

karena seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan sasaran yang 

ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan waktu yang realistis, 

pengendalian pelaksanaan yang efektif, serta koordinasi dan komitmen pelaksana 

kegiatan yang baik. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian 100% 

menunjukkan bahwa pengelolaan waktu, anggaran, dan tenaga kerja telah 

dilakukan secara efektif dan terukur, sehingga perlu dipertahankan dengan 

tetap menjaga kualitas hasil kegiatan agar tidak hanya berorientasi pada 

ketepatan waktu, tetapi juga pada mutu dan dampak program. 

Capaian kinerja sasaran 2 yaitu Meningkatnya Ku 
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pengelolaan waktu, anggaran, dan tenaga kerja telah dilakukan secara 

efektif dan terukur, sehingga perlu dipertahankan dengan tetap menjaga kualitas 

hasil kegiatan agar tidak hanya berorientasi pada ketepatan waktu, tetapi juga 

pada mutu dan dampak program. 

 

 

Capaian kinerja sasaran 2 yaitu  Meningkatnya Kualitas Tata Kelola 

Pemerintahan Perangkat Daerah dengan indikator Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah 

(Predikat) Capaian indikator ini untuk Tahun 2025 adalah dengan predikat Nilai 

AKIP BB dari target sebesar BB dengan persentase Capaian 100%, 

 

 

 

 

 

 

 

.

  

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa target tahun 2025 yaitu 

predikat BB telah tercapai dengan realisasi BB, sehingga tingkat capaian 

kinerja tahun ini mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi 

tahun sebelumnya (2024) yang memperoleh predikat B, terjadi peningkatan 

kinerja menjadi BB, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas 

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  

 

 

Pemerintah (SAKIP). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 

2030 yang juga ditetapkan pada predikat BB, capaian sampai dengan tahun 

2025 telah selaras dan berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan 

    

Target Realisasi 

Capaian 

Realisasi 

% 

  

1. 

Predikat 
nilai AKIP 
Perangkat 
Daerah 
(Predikat) 

Indeks 

B BB BB 100% 

BB 

BB 
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strategis. Dalam hal perbandingan dengan standar nasional, predikat BB 

termasuk kategori sangat baik dalam penilaian AKIP, yang mencerminkan 

tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja yang tinggi. Peningkatan 

ini didukung oleh perbaikan perencanaan kinerja, penguatan cascading 

indikator, monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis, serta 

penyusunan laporan kinerja yang lebih berkualitas. Dari sisi efisiensi 

penggunaan sumber daya, capaian ini menunjukkan bahwa proses manajemen 

kinerja telah berjalan efektif dan terukur, namun tetap diperlukan upaya 

berkelanjutan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan predikat menuju 

kategori yang lebih tinggi di masa mendatang. 

 

 

 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini 

dengan Tahun Lalu  

 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja Strategis 

Kecamatan Muara Uya sebagaiman tercantum pada Renstra Periode 2025-2029. 

Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun 2024 

adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 4.2 

Perbandingan Capaian Kinerja  Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 
dan 2024 

 
 

 

No 

 

Indikator Kinerja 
Realisasi Tahun 2025 

 

2022 
 

2023 
 

2024 
Target 
RPJMD 

 

Realisasi 
 

% Capaian 

1 Persentase realisasi 

program/kegiatan kecamatan 

terhadap rencana 

(RKPD/KUA-PPAS/APBD) 
(%) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Persentasi usulan masyarakat 

(Musrenbang) yang masuk 

dalam dokumen 
perencanaan daerah (%) 

80% 80% 80% 82% 82% 100% 

3 Persentase desa/kelurahan 
yang meningkat status 

indeks pembangunan desa 
(IPD) (%) 

80% 80% 80% 81% 81% 100% 

4 Persentase kesesuaian antara 

rencana program dan realisasi 

kegiatan pembangunan 

kecamatan 
(%) 

80% 80% 80% 85% 85% 100% 

5 Persentase kegiatan yang selesai 

tepat waktu dan 
sesuai target (%) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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6 Predikat nilai AKIP Perangkat 

Daerah (Predikat) 
B B B BB BB 100% 

Rata – Rata Capaian 

 
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja tahun 2022–2024 serta target dan 

realisasi tahun 2025, secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten. 

Indikator pertama, yaitu persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap 

rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD), tercapai 100% selama tiga tahun berturut- turut 

(2022–2024). Pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 100% dan realisasi juga mencapai 

100%, sehingga persentase capaian adalah 100%. 

Indikator kedua, persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk ke dalam 

dokumen perencanaan daerah, menunjukkan realisasi sebesar 80% pada tahun 2022, 2023, 

dan 2024. Pada tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi 82% dan realisasi mampu 

mencapai 82%, dengan tingkat capaian 100% terhadap target. 

Indikator ketiga, yaitu persentase desa/kelurahan yang meningkat status Indeks 

Pembangunan Desa (IPD), juga konsisten pada angka 80% selama periode 2022–2024. 

Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 81% dan realisasi mencapai 81%, sehingga capaian 

kinerja mencapai 100%. 

Indikator keempat, persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi 

kegiatan pembangunan kecamatan, terealisasi sebesar 80% pada tahun 2022–2024. Target 

tahun 2025 ditingkatkan menjadi 85% dan realisasi mencapai 85%, dengan persentase 

capaian 100%. 

Indikator kelima, persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target, 

menunjukkan kinerja optimal dengan realisasi 100% selama tahun 2022–2024. Pada tahun 

2025, target dan realisasi sama-sama 100%, dengan capaian 100%. 

Indikator keenam, predikat nilai AKIP Perangkat Daerah, memperoleh predikat B 

pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi BB dan 

realisasi berhasil mencapai predikat BB, dengan tingkat capaian 100%. 

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100%, yang 

menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi bahkan mempertahankan target 

yang telah ditetapkan, serta mencerminkan konsistensi dan peningkatan kualitas kinerja 

perangkat daerah. 
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Untuk Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 

Perangkat Daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah capaian tahun 2024 

dan 2025 meningkat sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu di tahun 2024 dengan 

capaian B dari target sebesar B mengalami peningkatan menjadi BB dari target nilai BB 

Adapun trend , Penilaian ini di peroleh dari hasil penilaian Inspektorat capaiannya 

adalah sebagai berikut : 

 
 

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target 

Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis 

Organisasi 

Indikator Kinerja sasaran tahun 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Renstra Periode 2025 – 2029. Pencapaian Kinerja tahun 2025 dibandingkan 

dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2030). 

Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja tahun 2025 dan tahun 2030 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 dan Target Tahun 2029 

 (Akhir Periode Renstra) 

 

No. Sasaran Indikator Sasaran 

Cara 
Penghitungan 

Indikator Sasaran Satuan 
Realisasi 

Tahun 2025 

Target 
Tahun 2030 

(Akhir 
Periode)  

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Terwujudnya 
pembangunan 
kecamatan 
yang lebih 
terarah, tepat 
sasaran, dan 
hemat sumber 
daya melalui 
peningkatan 
efektivitas dan 
efisiensi. 

Persentase realisasi 

program/kegiatan 

kecamatan terhadap 

rencana 

(RKPD/KUA-

PPAS/APBD) (%) 

Nilai Pagu yang 
benar-benar 
dibelanjakan 
(Realisasi) dibagi 
Nilai Pagu  yang 
direncanakan 
(Anggaran) 
dikalikan seratus 
Persen 

% 100 100 

Persentasi usulan 

masyarakat 

(Musrenbang) yang 

masuk dalam 

dokumen 

perencanaan daerah 

(%) 

Jumlah usulan 
masyarakat yang 
diterima resmi 
dibagi Total jumlah 
usulan yang masuk 
dikalikan seratus. 

% 82 89 

Persentase 

desa/kelurahan yang 

meningkat status 

indeks 

pembangunan desa 

(IPD) (%) 

Jumlah desa yang 
status IPD-nya naik 
dibagi Total jumlah 
desa di kecamatan 
dikalikan seratus. 

% 81 85 

Persentase 

kesesuaian antara 

rencana program 

dan realisasi 

kegiatan 

pembangunan 

kecamatan (%) 

Jumlah program 
yang dilaksanakan 
sesuai rencana 
dibagi Total 
program yang 
direncanakan 
dikalikan seratus. 

% 85 89 

Persentase kegiatan 

yang selesai tepat 

waktu dan sesuai 

target (%) 

Jumlah kegiatan 
yang selesai tepat 
waktu dan sesuai 
hasil dibagi Total 
jumlah kegiatan 
yang ada dikalikan 
seratus. 

% 100 100 

2 Meningkatnya 
Kualitas Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
Perangkat 
Daerah 

Predikat nilai AKIP 

Perangkat Daerah 

(Predikat) 

Indikator ini 
adalah hasil nilai 
evaluasi formal 
yang diberikan 
oleh tim penilai 
terhadap 
pengelolaan 
kinerja Perangkat 
Daerah. Hasilnya 
berupa nilai huruf 
atau predikat mutu 
(Contoh: A, BB, B). 

% BB BB 

 
 Secara umum, capaian kinerja di dua Sasaran utama menunjukkan hasil 

yang bervariasi, dengan beberapa indikator telah mencapai target jangka 

panjang (2030) lebih awal, sementara indikator lainnya masih membutuhkan 

upaya substansial dalam kurun waktu lima tahun ke depan. 

Sasaran 1: Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih 

terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan 

efektivitas dan efisiensi. 

 
 Sasaran ini memiliki kinerja yang sangat baik pada beberapa aspek, 

namun menunjukkan tantangan pada indikator partisipasi masyarakat: 

✅ Indikator yang Sudah Mencapai Target 2030 

Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana 

(RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%) 

 Realisasi 2025: 100% 

 Target 2030: 100% 
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Analisis: Capaian ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi anggaran yang 

sempurna. Program dan kegiatan terealisasi 100% sesuai dengan rencana, 

bahkan lima tahun sebelum batas akhir target. 

Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%) 

 Realisasi 2025: 100% 

 Target 2030: 100% 

Analisis: Hal ini menguatkan indikasi di atas, menunjukkan manajemen 

waktu dan penyelesaian kegiatan yang optimal dan telah memenuhi target 

2030. 

 

            Indikator yang Belum Mencapai Target 2030 

Persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen 

perencanaan daerah (%) 

 Realisasi 2025: 82% 

 Target 2030: 89% 

Analisis: Masih terdapat gap 7% (89% - 82%). Upaya perlu difokuskan 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan lebih banyak 

usulan diterima serta terakomodasi dalam dokumen perencanaan. 

Persentase desa/kelurahan yang meningkat status Indeks Pembangunan 

Desa (IPD) (%) 

 Realisasi 2025: 81% 

 Target 2030: 85% 

Analisis: Terdapat gap sebesar 4% (85% - 81%). Perlu ada dorongan dan 

intervensi lebih lanjut di 4% desa/kelurahan agar status pembangunannya 

meningkat dan target 2030 tercapai. 

Persentase Kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan 

pembangunan kecamatan (%) 

 Realisasi 2025: 85% 

 Target 2030: 89% 

 

Analisis: Capaian ini memiliki gap sebesar 4% (89% - 85%). Meskipun 

realisasi anggaran sudah 100%, indikator ini menunjukkan bahwa 4% dari 

program yang direalisasikan masih kurang sesuai dengan yang direncanakan. 

Perlu peningkatan akurasi perencanaan dan pelaksanaan. 

 

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat 

Daerah 
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Sasaran ini hanya memiliki satu indikator dan telah menunjukkan capaian 

yang memuaskan: 

Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat) 

 Realisasi 2025: BB 

 Target 2030: BB 

Analisis: Nilai evaluasi formal pada tahun 2025 telah mencapai target 

jangka panjang di level BB. Capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas 

akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan perangkat daerah sudah 

berjalan sesuai dengan standar yang ditargetkan hingga tahun 2030. 

4.2 Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 
 

Perjanjian kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari renstra Kecamatan 

Muara Uya tahun 2025-2029. Realisasi/capaian kinerja tahun 2025 adalah 

sebagai berikut 

Tabel 3.2 
Realisasi Sasaran Strategis  Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 

  

No. Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Cara 
Penghitungan 

Indikator Sasaran 

Target Kinerja 
Sasaran 

Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

(%) 
Predikat 

 Satuan 
Tahun 
2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Terwujudnya 

pembangunan 
kecamatan 
yang lebih 
terarah, tepat 
sasaran, dan 
hemat sumber 
daya melalui 
peningkatan 
efektivitas dan 
efisiensi. 

Persentase 

realisasi 

program/kegiatan 

kecamatan 

terhadap rencana 

(RKPD/KUA-

PPAS/APBD) (%) 

Nilai Pagu yang 
benar-benar 
dibelanjakan 
(Realisasi) dibagi 
Nilai Pagu  yang 
direncanakan 
(Anggaran) 
dikalikan seratus 
Persen 

% 100 100 100 Sangat 
Tinggi 

Persentasi usulan 

masyarakat 

(Musrenbang) 

yang masuk dalam 

dokumen 

perencanaan 

daerah (%) 

Jumlah usulan 
masyarakat yang 
diterima resmi 
dibagi Total jumlah 
usulan yang masuk 
dikalikan seratus. 

% 82 82 100 Sangat 

Tinnggi 

Persentase 

desa/kelurahan 

yang meningkat 

status indeks 

pembangunan 

desa (IPD) (%) 

Jumlah desa yang 
status IPD-nya naik 
dibagi Total jumlah 
desa di kecamatan 
dikalikan seratus. 

% 81 81 100 Sangat 

Tinggi 

Persentase 

kesesuaian antara 

rencana program 

dan realisasi 

kegiatan 

pembangunan 

kecamatan (%) 

Jumlah program 
yang dilaksanakan 
sesuai rencana 
dibagi Total 
program yang 
direncanakan 
dikalikan seratus. 

% 85 85 100 Sangat 

Tinggi 

Persentase 

kegiatan yang 

selesai tepat 

waktu dan sesuai 

target (%) 

Jumlah kegiatan 
yang selesai tepat 
waktu dan sesuai 
hasil dibagi Total 
jumlah kegiatan 
yang ada dikalikan 
seratus. 

% 100 100 100 Sangat 

Tinggi 

2 Meningkatnya 
Kualitas Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
Perangkat 

Predikat nilai 

AKIP Perangkat 

Daerah (Predikat) 

Indikator ini adalah 
hasil nilai evaluasi 
formal yang 
diberikan oleh tim 
penilai terhadap 

Predikat BB BB BB Berhasil 
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Daerah pengelolaan kinerja 
Perangkat Daerah. 
Hasilnya berupa 
nilai huruf atau 
predikat mutu 
(Contoh: A, BB, B). 

 

1. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja. 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanaan sesuai dengan Keputusan kepala LAN 

Nomor 239/IX/618/2004 tentang Pedoman Perbaikan Penyusunan pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan : dan Peraturan Menteri Negara Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh 

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan 

hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat 

capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian 

kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Tingkat Predikat Nilai Capaian Kinerja 

NO Capaian Kinerja Interpretasi 

1. > 100% Melebihi/Melampaui target (Baik Sekali) 

2. = 100% Sesuai Target (Baik) 

3. 55-75% Tidak Mencapai Target (Cukup) 

4. <55% Tidak Mencapai Target (Kurang) 

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD 

Tahun 2025telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 Indikatorkinerja 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Sasaran 1, terdiri dari 5 indikator 

2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator 

 

 



 

 Tabel 3.5 
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 

Sasaran 1   : Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan 

efektivitas dan efisiensi. 

 

Indikator 

Kinerja 

Target  Restrasa SKPD  Tahun Ke- Realisasi Capaian SKPD tahun Ke- Rasio Capaian SKPD Tahun Ke-  

Kategori 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 

(%) 
2021 
(%) 

2022 
(%) 

2023 
(%) 

2024 
(%) 

Persentase realisasi 

program/kegiatan kecamatan 

terhadap rencana 

(RKPD/KUA-PPAS/APBD) 

(%) 

100 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100% 100% 100% 100 100% - 

Persentasi usulan 

masyarakat (Musrenbang) 

yang masuk dalam dokumen 

perencanaan daerah (%) 

82 - - - - - - - - - 100% 100% 100% 100% 100% - 

Persentase desa/kelurahan 

yang meningkat status 

indeks pembangunan desa 

(IPD) (%) 

81 - - - - - - - - - 100% 100% 100% 100% 100% - 

Persentase kesesuaian antara 

rencana program dan 

realisasi kegiatan 

pembangunan kecamatan 

(%) 

85 - - - - - - - - - 100% 100% 100% 100% 100% - 

Persentase kegiatan yang 

selesai tepat waktu dan 

sesuai target (%) 

100     100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% - 

Rata-Rata 100% 100% 100% 100% 100% - 



 

Sasaran 2  Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah 

 

Indikator Kinerja 

Target  Renstra SKPD  Tahun Ke- Realisasi Capaian SKPD tahun Ke- Rasio Capaian SKPD Tahun Ke-  

Kategori 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 

(%) 
2021 
(%) 

2022 
(%) 

2023 
(%) 

2024 
(%) 

Predikat nilai AKIP 

Perangkat Daerah 

(Predikat) 

B B B B B B B B B B 100 100 100 100  100 - 

Rata-Rata 100 100 100 100 100 - 

 

 

 

 



 

Dalam pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran menurut indikator kinerja 

dari kegiatan yang dilaksanakan terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan Dari uraian di atas, 

dapat di gambaran analisis capaian kinerja dari sasaran stategis kecamatan Muara Uya 

Pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

I. Sasaran 1 : 

“Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat 

sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi”. 

indikator kinerja 

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut pada Tahun 2025 dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

Realisasi Indikator 1 Sasaran 1 

Indikator  kinerja Target Realisasi Capaian % 
Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan 

terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) 

(%) 
100% 100% 100% 

Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang 

masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%) 
82% 82% 100% 

Persentase desa/kelurahan yang meningkat status 

indeks pembangunan desa (IPD) (%) 
81% 81% 100% 

Persentase kesesuaian antara rencana program 

dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan 

(%) 

85% 85% 100% 

Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan 

sesuai target (%) 
100% 100% 100% 

 

Berdasarkan analisis terhadap kelima indikatir di atas bahwa capaian realisasi pada 

masing masing indikator di Kecamatan Muara Uya Pada Tahun 2025  mencapai 100 

Persen hal ini menunjukkan keberhasilan kecamatan Muara Uya dalam melaksanakan 

Program dan Kegiatan di Kecamatan Muara Uya  

Faktor pendorong keberhasilan capaian ini : 

a) Terjalinnya kerjasamana antara jajaran Forkopinca Kecamatan, serta seluruh 

pegawai di Kecamatan Muara Uya secara Internal. 

b) Adanya peran aktif dari semua bidang untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi di 

Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 

Kesejahteraan Rakyat serta dalam proses Pengusulan Perencanaan Pembangunan 

di Wilayah Kecamatan Muara Uya. 

 

 



 

II. Sasaran 2 :  

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah” melalui 1 (satu) 

indikator kinerja 

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut pada kecamatan Muara Uya di Tahun 

2025 dapat diuraikan sebagai berikut : 

Realisasi Indikator 1 Sasaran 2 

Indikator  kinerja Target Realisasi Capaian % 
Predikat nilai AKIP Perangkat 
Daerah (Predikat) 

BB BB 100% 

 

Berdasarkan analisis terhadap Nilai Predikat Nilai AKIP Kecamatan Muara Uya pada 

Tahun 2025  mendapatkan Predikat BB , sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat 

capaiannya sebesar 100%.  

Faktor pendorong keberhasilan capaian ini : 

a) Pimpinan (Camat) secara konsisten dan aktif menggunakan rencana kinerja sebagai 

panduan kerja dan rutin memantau hasilnya. 

b) Seluruh rencana kerja (target dan indikator) disusun secara terukur, jelas, dan saling 

terhubung antara kegiatan dan sasaran utama. 

c) pelaporan hasil kerja dilakukan secara rutin, jujur, dan didukung bukti data yang valid. 

Faktor Penyebab Kegagalan Capaian ini : 

a) Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang dibuat belum sepenuhnya diterjemahkan 

ke dalam program dan kegiatan di Anggaran (APBD), menyebabkan ketidaksesuaian 

antara apa yang direncanakan dan apa yang didanai. 

b) Belum Optimalnya sistem pemantauan (Monev) kinerja program yang dilakukan secara 

bulanan atau triwulanan oleh Pimpinan Kecamatan, sehingga penyimpangan kinerja 

(merah) baru diketahui di akhir tahun 

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan : 

 

a. Memastikan seluruh indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja dan 

Rencana Kerja Tahunan diterjemahkan 100% ke dalam program dan anggaran 

yang ada di DPA/APBD Kecamatan. 

b. Mewajibkan Pimpinan Kecamatan melakukan Rapat Evaluasi Kinerja (Monev) 



 

minimal triwulanan, menggunakan dashboard sederhana untuk membandingkan 

target versus realisasi kinerja. 

c. Akselerasi Pengadaan: Persiapan dokumen lelang (Pra- DPA/APBD) dilakukan 

di akhir tahun sebelumnya agar proses dapat dimulai segera di awal tahun 

anggaran. 

d. Percepatan Jadwal: Menetapkan dan memastikan Musrenbang desa/kelurahan 

serta kecamatan dilaksanakan lebih awal. 

e. Intervensi Berbasis Data: Memfokuskan program (penganggaran) pada 

dimensi IPD terendah di desa-desa dengan status IPD yang kurang. 

f. Verifikasi Lapangan: Melakukan verifikasi data dan kebutuhan langsung di 

lapangan sebelum finalisasi dokumen perencanaan (RKPD/APBD). 

g. Monev Berkala : Menerapkan sistem pengawasan mutu dan waktu secara rutin 

, lengkap dengan sanksi progresif. 

h. Penyelarasan Dokumen: Memastikan dokumen perencanaan dan pelaporan 

kinerja disusun secara logis dan konsisten antar bab serta antar tahun. 

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja. 

 

a) Proses Pengadaan yang Lambat: Sering terjadi gagal tender atau 

proses lelang yang memakan waktu lama 

b) Sinkronisasi Waktu yang Terlambat: Keterlambatan masuknya usulan 

Musrenbang ke dalam sistem perencanaan daerah. 

c) Fokus Program Tidak Tepat Sasaran: Program kecamatan tidak spesifik 

menyasar dimensi IPD yang lemah di desa tertinggal. 

d) Perencanaan Awal Tidak Akurat: Rencana program disusun tanpa data 

kebutuhan lapangan yang valid. 

e) Pengawasan Pelaksanaan yang Lemah: Kurangnya monitoring dan evaluasi 

ketat selama kegiatan berlangsung, 

f) Ada Potensi Kurang maksimalnya dalam penyusunan dokumen 

Perencanaan (Renja atau RKT) 

 



 

3.3 Rencana Tindak Lanjut. 

 

 Akurasi Data : Mewajibkan tim penyusun rencana untuk menyertakan 

Berita Acara Verifikasi Lapangan sebagai lampiran wajib dokumen 

perencanaan guna memastikan data kebutuhan benar-benar valid. 

 Fokus Intervensi IPD: Melakukan pemetaan ulang dimensi Indeks 

Pembangunan Desa (IPD) yang paling rendah di setiap desa tertinggal 

untuk dijadikan prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun depan . 

 Sinkronisasi Dokumen Berkala: Melakukan "Self-Assessment" atau telaah 

mandiri terhadap dokumen Renja dan RKT sebelum difinalisasi untuk 

memastikan konsistensi antar bab dan tahun . 

 Peningkatan Intensitas Monitoring: Meningkatkan frekuensi monitoring 

lapangan dari triwulanan menjadi bulanan untuk kegiatan yang memiliki 

risiko keterlambatan tinggi . 

 Dashboard Kinerja Real-Time: Mengoptimalkan penggunaan dashboard kinerja 

sederhana agar pimpinan dapat memantau capaian IKU secara triwulanan dan 

mengambil keputusan intervensi lebih cepat. 

 

2.4  ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Rencana pembiayaan atas pencapaian 2 (Dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) 

indikator sasaran tahun 2025 sebesar Rp. 6.485.841.559,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 

5.920.388.200,00,- atau 91,28 % masuk kategori efisien. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.6 

      Efisiensi Rasio Fisik dan Keuangan 

No. Program/Kegiatan 
Target capaian 

(%) 

Realisasi 

capaian % 

Keterangan  

I 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

100%  100% 

 

Efisien 



 

KABUPATEN/KOTA 

1. 
Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

100% 100% 

 

Efisien 

2. 
Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

100% 100% 

 

Efisien 

3. 
Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

100% 100% 

 

Efisien 

4. Pengadaan Barang Milik Daerah 100% 100%  

5. 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

100% 100% 

 

Efisien 

6. 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

100% 100% 

 

Efisien 

II 

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

100%  100% 

 

Efisien 

7. 

Koordinasi Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

100% 100% 

 

Efisien 

III 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN 

100% 100% 

 

Efisien 

7. Koordinasi Pemberdayaan Desa 100% 100% Efisien 

IV 

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

100% 100% 

 

Efisien 

8. 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

100% 100% Efisien 

V 
PROGRAM PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

100% 100% Efisien 

10. 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum sesuai 

Penugasan Kepala Daerah 

100% 100% Efisien 

    VI PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN PEMERINTAHAN 

100% 100% Efisien 



 

DESA 

 11. 

Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

100% 100% Efisien 

 Rasio Akhir 100% 100% Efisien 

 

 

3.5.   REALISASI ANGGARAN  

Realisasi anggaran untuk kegiatan tahun 2025 sebesar Rp.  Rp5.920.388.200,00,- 

atau mencapai 91,28% dari total pagu anggaran sebesar Rp6.485.841.559,00  sedangkan 

sisanya sebesar Rp. 565.453.359,00 atau 8,72% tidak digunakan dan telah dikembalikan 

ke Kas daerah. 

a.     Anggaran  dan Realisasi  Anggaran  

Anggaran  dan Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Muara Uya Tahun 

Anggaran 2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.7 

        Realisasi  Anggaran  Kecamatan Muara Uya  Tahun 2025 

URAIAN 

Jumlah  Anggaran 2025 Bertambah/Berkurang 

Anggaran 

Perubahan 

Realisasi (Rp.) (%) 

A Belanja Rp6.485.841.559 Rp5.920.388.200 565.453.359 91,28% 

 

b.  Rencana Belanja  

Sedangkan  Anggaran Rencana  Belanja Kantor Kecamatan Muara Uya Tahun 

Anggaran 2025  Sebagai Berikut : 

Tabel 3.8 

Rencana Belanja Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 

No. URAIAN RENCANA (Rp) % 

1. Belanja Operasional Rp5.436.373.138,00 100 % 

2. Belanja  Modal Rp1.049.468.421,00 100 % 

Jumlah Rp6.485.841.559,00 100% 

 

c   Alokasi Anggaran Belanja Langsung 



 

Alokasi Anggaran Belanja langsung  Kantor Kecamatan Muara Uya tahun 2025 

yang di alokasikan untuk membiayai  program-program prioritas yang langsung 

mendukung pencapaian sasaran strategis  dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 
 
 

Tabel 3.9 
Alokasi Anggaran Persasaran Strategis Tahun 2025 

Kecamatan Muara Uya 
 

No. Sasaran Strategis Anggaran % 

1 Terwujudnya 
pembangunan kecamatan 
yang lebih terarah, tepat 
sasaran, dan hemat 
sumber daya melalui 
peningkatan efektivitas 
dan efisiensi”. Rp. 764.154.583,00 11,78% 

2. Meningkatnya Kualitas 
Tata Kelola 
Pemerintahan Perangkat 
Daerah Rp. 5.721.686.976,00 88,22% 

Jumlah Rp. 6.485.841.559,00     100 % 

Total Belanja Langsung Rp. 6.485.841.559,00 100% 

 

 

d    Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2025 

 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk 

membiayai  Program/ kegiatan dalam pencapaian indikator utama kantor kecamatan 

Muara Uya  dapat dilihat  pada tabel sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel  3.10 
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 

Kecamatan Muara Uya 
 

N0 Sasaran Indikator Kinerja Anggaran 



 

Strategis Kinerja Utama 

Target Realisasi 

% 

Realisas
i 

Target 

(Rp.) 

Realisasi 

(Rp.) 

% 

Realisasi 

1. Terwujudnya 
pembangunan 
kecamatan 
yang lebih 
terarah, tepat 
sasaran, dan 
hemat sumber 
daya melalui 
peningkatan 
efektivitas dan 
efisiensi”. 

Persentase 

realisasi 

program/kegiatan 

kecamatan 

terhadap rencana 

(RKPD/KUA-

PPAS/APBD) (%) 

100
% 

100% 100% Rp. 
764.154.583,00 

Rp. 
743.888.614,0
0 

97,34% 

 Persentasi usulan 

masyarakat 

(Musrenbang) 

yang masuk dalam 

dokumen 

perencanaan 

daerah (%) 

82% 82% 100% 

Persentase 

desa/kelurahan 

yang meningkat 

status indeks 

pembangunan 

desa (IPD) (%) 

81% 81% 100% 

Persentase 

kesesuaian antara 

rencana program 

dan realisasi 

kegiatan 

pembangunan 

kecamatan (%) 

85% 85% 100% 

Persentase 

kegiatan yang 

selesai tepat waktu 

dan sesuai target 

(%) 

100% 100% 100%  

2 Meningkatnya 
Kualitas Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
Perangkat 
Daerah” 

Predikat nilai 
AKIP Perangkat 
Daerah 
(Predikat) 

BB BB 100% Rp. 5.721.686.976 Rp. 
5.176.499.58
6,00 

90,47
% 

 Jumlah 
Rp. 
6.485.841.559, 

Rp. 
5.920.388.200 

91,28
% 

 Total Belanja Langsung 
Rp. 6.485.841.559 Rp. 

5.920.388.200 
91,28

% 

 

Adapun dana yang dianggarkan dan direalisasikan dalam rangka menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan  tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kantor 

Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, dapat tergambar melalui kinerja keuangan 

Kantor Kecamatan Muara Uya Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut : 

Tabel 3.11 
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  Tahun 2025 

Kecamatan  Muara Uya 

No. Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target 
capaian 

(%) 

Pagu anggaran 
(setelah 

perubahan) 
Realisasi anggaran 

Realisasi 
capaian % 

I PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 

Nilai Evaluasi AKIP - 5.721.686.976,00 5.176.499.586,00 90,47% 



 

KABUPATEN/KOTA 

1 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi Perangkat 
daerah 

- 38.596.920,00,- 26.610.900,00 68,95% 

2 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 
penatausahaan 
keuangan Perangkat 
Daerah yag disusun 

- 3.023.809.747,00 2.653.277.584,00 87,75% 

3 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase 
Terpenuhinya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

- 275.922.993,00 230.482.574,00 83,53% 

 Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Persentase 
Tersedianya Barang 
Milik Daerah 

- 549.090.221,00 505.719.560,00 92,10% 

4 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase 
Tersedianya Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

- 351.945.242,00 303.957.668,00 86,37% 

5 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Barang Milik 
Daerah yang di 
pelihara 

- 1.482.321.853,00 1.456.451.300,00 98,25,00% 

II PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN 
PUBLIK 

Persentase 
pelayanan 
kelembagaan 
sosial 
kemasyarakatan 

- 173.808.606,00 170.511.464,00 98,10% 

6 Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Kegiatan 
Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 

Jumlah laporan 
penyelenggaran 
kegiatan 
pemerintahan di 
tingkat kecamatan 

- 173.808.606,00 170.511.464,00 98,10% 

III PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
UMUM 

Persentase 
dokumen 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
disusun tepat 
waktu 

- 
290.175.949,00 

 

 

278.394.800,00 95,94% 

7 Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan 
Umum sesuai 
Penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah laporan 
penyelenggaran 
urusan 
pemerintahan 
umum sesuai 
penugasan kepala 
daerah 

- 
290.175.949,00 

 

 

278.394.800,00 95,94% 

IV PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

Persentase 
peningkatan 
kinerja aparatur, 
kapasitas aparatur 
dan tata kelola 
kewilayahan desa 

- 154.436.436,00 152.232.350,00 98,57% 

8 Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa 

Jumlah Pemerintah 
Desa yang dibina / 
diberdayakan 

- 7.732.800,00 7.440.000,00 96,21% 



 

9 Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga Tingkat 
Kecamatan dan 
Kelirahan 

Jumlah Pemerintah 
Desa yang dibina / 
diberdayakan 

- 146.703.636,00 144.792.350,00 98,70% 

V PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN 
DESA 

Persentase 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan 
Desa 

- 75.505.992,00 74.920.000,00 99,22% 

10 Fasilitasi, 
Rekomendasi dan 
Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

Jumlah Pemerintah 
Desa yang di bina 
dan di awasi 

- 75.505.992,00 74.920.000,00 99,22% 

VI PROGRAM 
KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

Persentase tingkat 
penyelesaian 
pelanggaran K3 
(Ketertiban, 
Ketentraman & 
Kenyamanan) 

- 70.227.600,00 67.830.000,00 96,59% 

10 Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Jumlah Patroli 
Terpadu Tingkat 
Kecamatan 

- 70.227.600,00 67.830.000,00 96,59% 

 6.485.841.55900 5.920.388.200,00 91,28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan bulan 

Desember 2025 pada umumnya kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, 

walaupun ada beberapa kegiatan persentasenya belum mencapai target sesuai dengan yang 

direncanakan, namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan yang 

dicapai Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong tidak terlepas dari hambatan-hambatan 

yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan 

cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga 

diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari 

hal tersebut Kecamatan Muara Uya berusaha mencari solusi pemecahannya, agar tahun-

tahun mendatang kendala/hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu indikator-

indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan tenaga, 

SDM, waktu pelaksanaan dan anggaran, sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran 

yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.  

Berikut adalah pencapaian sasaran strategis Kecamatan Muara Uya di tahun 2024 : 

Tabel 4.1 
Pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Rasio 

Capaian 
Kinerja 

Katagori 

1. Terwujudnya pembangunan 
kecamatan yang lebih 

Persentase realisasi program/kegiatan 

kecamatan terhadap rencana 
100% - 



 

terarah, tepat sasaran, dan 
hemat sumber daya melalui 
peningkatan efektivitas dan 
efisiensi”. 

(RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%) 

Persentasi usulan masyarakat 

(Musrenbang) yang masuk dalam 

dokumen perencanaan daerah (%) 
100% - 

  Persentasi usulan masyarakat 

(Musrenbang) yang masuk dalam 

dokumen perencanaan daerah (%) 100% - 

Persentase desa/kelurahan yang 

meningkat status indeks pembangunan 

desa (IPD) (%) 100% - 

Persentase kesesuaian antara rencana 

program dan realisasi kegiatan 

pembangunan kecamatan (%) 100% - 

Persentase kegiatan yang selesai tepat 

waktu dan sesuai target (%) 
100% - 

  - 

2 Meningkatnya Kualitas 

Tata Kelola 

Pemerintahan Perangkat 

Daerah 

Predikat nilai AKIP Perangkat 

Daerah (Predikat) 

100% - 

     

 

Dengan seluruh capaian tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan 

dan evaluasi capaian kinerja disegala lini dan bidang untuk mencapai tujuan organisasi dan 

kinerja yang optimal sesuai target yang telah ditetapkan dan diharapkan, yang selanjutnya 

dapat menjadikan Kecamatan Muara Uya berperan penting dalam mensukseskan 

pembangunan nasional di Kabupaten Tabalong 

 

4.2 Saran 

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Muara 

Uya sebagai pengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kedepannya ada 

beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, diantaranya : 

1. Diharapkan adanya penambahan alokasi anggaran yang memadai agar Kecamatan Muara 

Uya dapat lebih optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 



 

2. Meningkatkan koordinasi dalam semua urusan pemerintahan, baik Kecamatan maupun 

Desa agar senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan 

memberikan motivasi. 

3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja 

semua SKPD secara berkala. 

4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan 

pengawasan pembangunan. 

5. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama 

jaringan internet yang stabil dan mudah diakses di wilayah Kecamatan Muara Uya. 

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Muara Uya lebih baik dan 

akuntabel antara lain : 

1. Melakukan re-orientasi terhadap program dan kegiatan yang kurang tepat sasaran. 

2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja. 

3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan 

kegiatan. 

4. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Muara Uya secara menyeluruh, 

efektif dan efisien. 

5. Menguatkan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Muara Uya untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

6. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan keahlian yang setiap tahun selalu 

dikirimkan kepada BKPSDM Kabupaten Tabalong, dan mengirimankan pegawai untuk 

mengikuti diklat atau whorkshop khususnya yang berhubungan dengan Seksi 

Pemerintahan, Trantib, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial. 

 

 

 

Tabel 4.1 

Organisasi Penyelenggara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 
Kecamatan Muara Uya  

Kabupaten Tabalong Tahun 2025 
 
 

No Pejabat Pelaksana Kedudukan 



 

1. Camat Muara Uya 
Penanggungjawab Penjabaran 

Program Prioritas dan Kebijakan 
Strategis Kepala Daerah 

2. 

2.1. Sekretaris Kecamatan Muara Uya 

Tim Penyusun Dokumen 
Perencanaan/Pelaporan 

Anggaran, Program dan Kegiatan 

2.2. Kepala Seksi Pemerintahan   

2.3. Kepala Seksi Pembangunan  

2.4. Kepala Seksi Trantib 

2.5. Kepala Seksi Kesra 

2.6 Kasubag Perencanaan dan Keuangan 

3. Para pemangku jabatan struktural Eselon III dan IV  
Pelaksana Dokumen Anggaran, 

Program dan Kegiatan 

4. 
Para pemangku jabatan struktural Eselon IV dan Staf 
di Lingkungan PD Kecamatan Pugaan Kabupaten 
Tabalong 

Pelaksana teknis dan pelayanan 
publik (penyedia data dan 

informasi) 

 

                         Muara Uya,     Februari 2026 

Camat Muara Uya, 

 

 

AIDY RISYAWAL, S.STP. M.Sos 
Pembina 

NIP. 19900502 201010 1 001 
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

CAMAT MUARA UYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AIDY RISYAWAL, S.STP. M.Sos

Jabatan : Camat Muara Uya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : lr. H MUHAMMAD NOOR RlFANl, SH, ST,MT

Jabatan : BupatiTabalong

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari pekerjaan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung, Agustus 2025

Pihak Kedua :

BUPATI TABALONG
Pihak Pertama :

CAMAT MUARA UYA,

AIDY RISYAWAL. S.STP. M.Sos
Pembina

NlP. 19900502 2010'10 1 001

/lv



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

CAMAT MUARA UYA

No Sasaran Strateqis lndikator Kineria Target

1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Perangkat Daerah

Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat) BB

2 Terwujudnya pembangunan
kecamatan yang lebih terarah, tepat
sasaran, dan hemat sumber daya
melalui peningkatan efektivitas dan
efisiensi.

Persentase realisasi programlkegiatan kecamatan
terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)

10Ao/o

Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang
masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)

82o/o

Persentase desa/kelurahan yang meningkat status
indeks pembangunan desa (lPD) (%)

81%

Persentase kesesuaian antara rencana program dan
realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (o/o)

85o/o

Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan
sesuai target (%)

1Q9o/o

Program
Anggaran Ket.

1
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kota RpS.721.686.976 APBD-P

2.
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik Rp 173.808.606 APBD-P

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp 154.436.436 APBD-P

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp 70.227.600 APBD-P

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp 290.'175.949 APBD-P

6.
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa Rp 75.505.992 APBD-P

Jumlah Rp 6.485.841.559

Pihak Kedua :

BUPAT NG

Tanjung, Agustus 2025

Pihak Pertama :

CAMAT MUARA UYA,

/Fl,
AIDY RISYAWAL. S.STP. M.Sos

Pembina
NtP. 19900502 201010 1 001

lr. H. MUHAMMAD NOOR RIFANI.SH. ST.MT
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PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG 

KECAMATAN MUARA UYA 
 

Alamat : Jalan A. Yani Desa Muara Uya Rt.01, Tabalong Kalimatan Selatan Telepon (0526)203008 

Website : www.muarauya.tabalongkab.go.id E-mail : muarauya@tabalongkab.go.id 

 

KEPUTUSAN CAMAT MUARA UYA 
NOMOR :   05 Tahun 2026 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN REWARD KINERJA 

KECAMATAN MUARA UYA 
TAHUN 2025 

 

CAMAT MUARA UYA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam menunjang kinerja untuk penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Kecamatan Muara Uya  dalam upaya 
peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Camat Muara Uya; 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 2756); 
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang 

Pemerintah Daerah; 
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  7. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 

Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi 
Pemerintah 

  8. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah; 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

/9. Peraturan................................. 
 
 
 
 
 

http://www.muarauya.tabalongkab.go.id/


 

 
9. 

 
-2- 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Pencanan Kerja Pemerintah 

Daerah; 

 
 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 

2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02); 

  11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Kantor Kecamatan Muara Uya (Berita Daerah 

Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 54)  

    
    

   M E M U T U S K A N  : 

    
    

Menetapkan     

KESATU : Penetapan Reward Kinerja dan Anggaran Kantor Kecamatan 
Muara Uya Tahun 2025 sebagaimanan tercantum dalam  

Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini; 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,  dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
 

  Ditetapkan di   : Muara Uya 

  Pada tanggal    : 05 Januari 2026 
   

  CAMAT MUARA UYA, 

   

   
   

   

   
  AIDY RISYAWAL, S.STP. M.Sos 

  NIP. 19900502 201010 1 001 

 
Tembusan Kepada Yth : 

 

1. Bupati Tabalong 
di Tanjung 

 

2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tabalong  

di Tanjung 

 

3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong  
di Tanjung 

 

4. Inspektur  Daerah Kabupaten  

di Tanjung 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Lampiran I 

 
: 

 
SK Camat Muara Uya 

  Nomor : 005 Tahun 2026 
  Tanggal : 05  Januari 2026 

 
 

PENETAPAN REWARD KINERJA  
KECAMATAN MUARA UYA TAHUN  2025  

 
Kategori : Kinerja Terbaik 

 

No. 
 

Nama / Jabatan 
 

Prestasi 

1. H. JOHRANSYAH, S.AP. Kp 

NIP. 19750602 199503 1 003 
Kinerja Terbaik I 

2. SUYATI, SE. MM 

NIP. 19780602 200501 2 015 
Kinerja Terbaik II 

3. MISBAHUL JANNAH, S.Pd.I 

NIP. 19900924 202521 2 007 
Kinerja Terbaik III 

 
 

 
 

 

 

 

 

  CAMAT MUARA UYA, 

   
   

   

  AIDY RISYAWAL, S.STP. M.Sos 
  NIP. 19900502 201010 1 001 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

Notulen Rapat Pembahasan Realisasi dan Rekomendasi Kinerja 

Hari/Tanggal  : Selasa, 03 Juni 2025 
Waktu   : 09:00 wita s/d selesai 
Tempat  : Aula Kantor Kecamatan Muara Uya 
Pimpinan Rapat : Camat Muara Uya 
Peserta Rapat : Seluruh Pegawai Kantor Kecamatan Muara Uya  
 
Agenda Rapat: 

Pembahasan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan, metode pencapaian 
kinerja, dan rekomendasi ke depan. 
 
Pembahasan: 

1. Pimpinan rapat membuka rapat dan menyampaikan evaluasi capaian kinerja 
sampai triwulan berjalan. 

2. Masing-masing bidang memaparkan progres dan kendala pencapaian target 
indikator kinerja. 

3. Dibahas alternatif metode peningkatan kinerja melalui optimalisasi sumber daya 
dan koordinasi lintas bidang. 

4. Disepakati penyusunan rencana tindak lanjut untuk perbaikan capaian kinerja 
pada triwulan berikutnya. 

 
Keputusan/Rencana Tindak Lanjut: 

 Setiap bidang menyusun laporan rinci capaian kinerja . 

 Dilakukan monitoring ulang Secara berkala guna memastikan segala target kinerja 
tercapai. 

 Rekomendasi peningkatan efektivitas kerja akan diajukan kepada pimpinan 
instansi. 

 
Penutup: 

Rapat ditutup pukul 13.30 wita dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti hasil 
pembahasan. 
 
Notulis: Suyati 
 
        Muara Uya    04 Juni   2025 
 

Mengetahui, 
Camat Muara Uya 

 
 
 
 

AIDY RISYAWAL, S.STP. M.Sos 
      NIP. 19900502 201010 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 

 



Trw I Trw II Trw III Trw IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkat

nya 

Keamanan 

dan 

Ketertiban 

Kehidupan 

Bermasyar

akat

Persentas

e tingkat 

penyelesai

an 

pelanggar

an K3 

(Ketertiba

n, 

Ketentram

an & 

Kenyaman

25% 25% 25% 25%

1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg Program 

Koordinasi 

Ketentram

an dan 

Ketertiban 

Umum

Koordinasi 

Upaya 

Penyelengg

araan 

Ketentrama

n dan 

Ketertiban 

Umum

Sinergitas 

Dengan 

Kepolisian 

Negara 

Republik 

Indonesia, 

Tentara 

Nasional 

Indonesia 

dan 

Instansi 

Vertikal di 

Wilayah 

Jumlah 

Pelaksana

an 

Kegiatan 

Pembinaan 

Kamtibmas 

FORKOMC

A

Pembinaan 

dan 

pengawasa

n Forum 

Koordinasi 

Pimpinan 

Kecamatan 

(Forkopimc

a)

             83.436.000 Kasi 

Tranti

b

Meningkat

nya 

Partisipasi 

Masyaraka

t dan Desa 

dalam 

Pembangu

nan 

Wilayah

Persentas

e Tingkat 

Keterlibata

n 

Masyarak

at dalam 

perencana

an 

pembangu

85% - - -

Pagu Anggaran

( Rp. )

Penan

ggun

g 

Jawab

Jadwal Kegiatan

 RENCANA AKSI 

KANTOR KECAMATAN MUARA UYA TAHUN 2025

SASARAN

INDIKATO

R 

KINERJA

Target Kinerja Sasaran
PROGRA

M
KEGIATAN

SUB 

KEGIATAN

Indikator 

Kegiatan

Rencana 

Aksi



3 desa 4 desa 4 desa  3 desa Program 

Pemberda

yaan 

Masyarak

at Desa 

dan 

Kelurahan

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberday

aan Desa

Peningkata

n Efektifitas 

Kegiatan 

Pemberday

aan 

Masyarakat 

diWilayah 

Kecamatan

Jumlah 

Pemerintah

an Desa  

yang di 

bina 

/diberdaya

kan

Pembinaan 

Monitoring 

dan 

Pengawasa

n

             21.816.200 Kasi 

Pemb

angun

an

1000 

keluarga

1000 

keluarga

1000 

keluarg

a

1000 

keluarg

a

Program 

Pembinaa

n dan 

Pengawas

an 

Pemerinta

han Desa

Pemberday

aan dan 

kesejahtera

an Keluarga 

Tingkat 

Kecamatan 

dan 

Kelurahan

Penumbuh

an dan 

Peningkata

n 

Kesadaran 

Keluarga 

dalam 

Keterlibata

n 

Perencana

an 

Kehidupan 

Menuju 

Keluarga 

Berekualita

s

Meningkat

nya jumlah 

Keluarga 

yang 

mengikuti 

Penumbuh

an dan 

peningkata

n 

Kesadaran 

keluarga 

dalam 

ketertiban 

Perencana

an 

Kehidupan 

Menuju 

Keluarga 

Jumlah 

Keluarga 

yang 

Mengikuti 

Penumbuh

an dan 

Peningkata

n 

Kesadaran 

Keluarga 

dalam 

Ketertiban 

Perencana

an 

kehidupan 

Menuju 

Keluarga 

Berkualitas

           162.285.144 Kasi 

Pemb

angun

an

25% 20% 20% 20% Program 

Pembinaa

n dan 

Pengawas

an 

Pemerinta

han Desa

Fasilitasi, 

Rekomenda

si dan 

Koordinasi 

Pembinaan 

dan 

Pengawasa

n 

Pemerintah

an Desa

Fasilitasi 

Administras

i Tata 

Pemerintah

an Desa

Jumlah 

Pemerintah

an Desa  

yang di 

bina 

/diawasi

Pembinaan 

desa dalam 

Pembangu

nan

             60.568.800 Kasi 

Pemb

angun

an



25% 20% 20% 20% Program 

Pembinaa

n dan 

Pengawas

an 

Pemerinta

han Desa

Fasilitasi, 

Rekomenda

si dan 

Koordinasi 

Pembinaan 

dan 

Pengawasa

n 

Pemerintah

an Desa

Fasilitasi 

Singkronisa

si 

Perencana

an 

Pembangu

nan Daerah 

dengan 

Pembangu

nan Desa

Jumlah 

Pemerintah

an Desa  

yang di 

bina 

/diawasi

Pembinaan 

desa dalam 

Pembangu

nan

             19.411.192 Kasi 

Pemb

angun

an

Meningkat

nya 

Kualitas 

Pelayanan 

Pemerintah

Nilai 

Evaluasi 

AKIP

- - - B

2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

Kabupaten

/Kota

Perencanaa

n, 

Penganggar

an, dan 

Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah

Penyusuna

n Dokumen 

Perencana

an 

Perangkat 

Daerah

Jumlah 

Dokumen 

Perencana

an 

Perangkat 

Daerah 

yand 

disusun

Tersusunny

a  dokumen 

perencana

an 

perangkat 

Daerah

             44.770.920 Sekca

m

3 bulan 4 bulan 4 bulan 3 bulan Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

Kabupaten

/Kota

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah

Penyediaa

n Gaji dan 

Tunjangan 

ASN

Jumlah 

Dolumen  

Penatausa

haan 

Keuangan 

Daerah 

yang 

disusun

Pembayara

n Gaji dan 

Tunjangan 

ASN

        2.967.194.752 Sekca

m

14 Item Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

Kabupaten

/Kota

Administrasi 

Umum  

Perangkat 

Daerah

Penyediaa

n 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/ 

Peneranga

n 

Bangunan 

Tersediany

a 

Komponen 

Instalasi 

Listrik

Tersusunny

a laporan 

Keuangan 

Bulanan/tri

wulan/sem

esteran 

SKPD 

               7.512.788 Sekca

m



9 Item 9 Item 9 Item 9 Item Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

Kabupaten

Administrasi 

Umum  

Perangkat 

Daerah

Penyediaa

n peralatan 

dan 

perlengkap

an kantor

Jumlah 

tersediany

a peralatan 

dan 

perlengkap

an kantor 

Tersediany

a ATK, 

Materai, 

bahan 

komputer 

           192.935.855 Sekca

m

3300 

lembar

3300 

lembar

3300 

lembar

3300 

lembar

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

Kabupaten

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah

Penyediaa

n Barang 

Cetakan 

dan 

Pengganda

an

Jumlah 

barang 

cetakan 

dan 

pengganda

an yang 

disediakan

Tersediany

a barang 

cetakan 

dan 

pengganda

an

                      15.117.740 Sekca

m

100 OH 100 OH 100 

OH

101 

OH

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

Kabupaten

/Kota

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah

Penyediaa

n Bahan 

Bacaan 

dan 

Peraturan 

Perundang - 

undangan

Jumlah 

Terselengg

aranya 

Rapat-

rapat 

Koordinasi 

dannKnsult

asi Dalam 

dan luar 

 

Terselengg

aranya 

rapat-rapat 

koordinasi 

dan 

Konsultasi

                      24.400.000 Sekca

m

100 OH 100 OH 100 

OH

101 

OH

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

Kabupaten

/Kota

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah

Penyeleng

garaan 

Rapat 

Koordinasi 

dan 

Konsultasi 

SKPD

Jumlah 

Terselengg

aranya 

Rapat-

rapat 

Koordinasi 

dannKnsult

asi Dalam 

dan luar 

 

Terselengg

aranya 

rapat-rapat 

koordinasi 

dan 

Konsultasi

                    138.066.000 Sekca

m

2 Unit Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

Kabupaten

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah

Pengadaan 

Mebel

Tersediany

a barang 

milik 

daerah

Jumlah 

Barang 

Milik 

Daerah

           178.052.532 Sekca

m



2 Unit Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

Kabupaten

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah

Pengadaan 

Peralatan 

dan mesin 

lainnya

Tersediany

a barang 

milik 

daerah

Jumlah 

Barang 

Milik 

Daerah

           744.040.706 Sekca

m

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

Kabupaten

Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

an Daerah

Penyediaa

n Jasa 

Komunikasi

, Sumber 

Daya Air 

dan Listrik

Terbayarny

a Jasa 

Komunikas

i, Sumber 

Daya Air 

dan Listrik

Tersediany

a 

Pembayara

n jasa 

telepon, air, 

listrik dan 

internet

             43.200.000 Sekca

m

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

Kabupaten

/Kota

Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

an Daerah

Penyediaa

n Jasa 

Pelayanan 

Umum 

Kantor

Terlaksana

nya 

Penyediaa

n Barang 

dan 

terbayarny

a  Jasa 

Administra

si kantor

Pembayara

n konsumsi 

rapat, 

makanan 

dan 

minuman 

tamu, 

makanan 

dan 

minuman 

harian 

pegawai, 

honorarium 

pegawai 

non PNS, 

Belanja 

Benda pos, 

Belanja 

Bahan 

komputer

           310.379.790 Sekca

m



2 unit 3 unit 2 unit 2 unit Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

Kabupaten

/Kota

Pemelihara

an Barang 

Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

an Daerah

Penyediaa

n Jasa 

Pemelihara

an, Biaya 

Pemelihara

an dan 

Pajak 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas 

Jabatan

Tersediany

a Jasa 

Pemelihara

an, Biaya 

Pemelihara

an dan 

Pajak 

Kendaraan 

Peroranga

n Dinas 

atau 

Kendaraan 

Dinas 

Terpelihara

nnya 

Kendaraan 

dinas

           108.780.000 Sekca

m

 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

Kabupaten

/Kota

Pemelihara

an Barang 

Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

an Daerah

Pemelihara

an 

Peralatan 

dan Mesin 

Lainnya

Jumlah 

Terpelihara

nnya 

Peralatan 

dan Mesin

Terpelihara

nnya 

Peralatan 

dan Mesin

             21.520.000 Sekca

m

 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

Kabupaten

/Kota

Pemelihara

an Barang 

Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

an Daerah

Pemelihara

an/Rehabili

tasi sarana 

dan 

Prasarana 

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya

Jumlah 

Terpelihara

nnya  

Gedung 

Kantor 

atau 

Bangunan 

Lainnya

Terpelihara

nnya  

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya

           761.945.653 Sekca

m

Persentas

e layanan 

umum 

lainnya 

tepat 

25% 20% 20% 20%



1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap Program 

Penyeleng

garaan 

Urusan 

Pemerinta

han 

Umum

Penyelengg

araan 

Urusan 

Pemerintah

an Umum 

Sesuai 

Penugasan 

Kepala 

Daerah

Pembinaan 

Wawasan 

Kebangsaa

n dan 

Ketahanan 

Nasional 

dalam 

rangka 

memantapk

an 

Pengamala

n 

Pancasila, 

Pelaksanaa

n UUD 

1945, 

Pelestarian 

Bhinneka 

Tunggal Ika 

serta 

Pemelihara

an 

Keutuhan 

Negara 

Kesatuan 

Republik 

Terfasiltasi

nya 

Kegiatan 

Peringatan 

HUT RI 

Dan 

Pembinaan 

Desa

Pelaksanaa

n Kegiatan 

Peringatan 

HUT RI

           341.331.549 Kasi 

Pemer

intaha

n

1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap Program 

Penyeleng

garaan 

Urusan 

Pemerinta

han 

Umum

Penyelengg

araan 

Urusan 

Pemerintah

an Umum 

Sesuai 

Penugasan 

Kepala 

Daerah

Pelaksanaan 

Tugas Forum 

Koordinasi 

Pimpinan di 

Kecamatan 

Terlaksanany

a Forum 

Koordinasi 

Pimpinan 

Kecamatan 

Terlaksanany

a Forum 

Koordinasi 

Pimpinan 

Kecamatan 

             16.036.800 Kasi 

Pemer

intaha

n



1 keg Program 

Penyeleng

garaan 

Pemerinta

han dan 

Pelayanan 

Publik

Penyelengg

araan 

Urusan 

Pemerintah

an yang 

tidak 

dilaksanaka

n oleh unit 

kerja 

perangkat 

daerah 

yang ada di 

kecamatan

Koordinasi 

/Sinergisita

s 

Perencana

an dan 

pelaksanaa

n Kegiatan 

Pemerintah

an dengan 

Perangkat 

Daerah dan 

Instansi 

Vertikal 

Jumlah  

Laporan 

Penyeleng

garaan  

Pemerintah

an di 

Tingkat 

Kecamatan

i

Pelaksanaa

n Kegiatan 

MTQ

           133.954.034 Kasi 

Kesra

1 keg 1 keg 1 keg 1 keg Program 

Penyeleng

garaan 

Pemerinta

han dan 

Pelayanan 

Publik

Penyelengg

araan 

Urusan 

Pemerintah

an yang 

tidak 

dilaksanaka

n oleh unit 

kerja 

perangkat 

daerah 

yang ada di 

kecamatan

Peningkatan 

Efektivitas 

Kegiatan 

pemerintahan 

di Tingkat 

Kecamatan

Terlaksanany

a Urusan 

Pemerintahan 

yang tidak 

dilaksanakan 

di Kecamatan

Jumlah 

dokumen 

peningkatan 

Efektifitas 

Kegiatan 

Pemerintahan 

di Tingkat 

Kecamatan

             18.084.706 Kasi 

Kesra

      6.414.841.159,- 

Muara Uya ,      04  Januari 2025

Camat Muara Uya

AIDY RISYAWAL, S.STP. M.Sos

Penata Tk. I

NIP.  19900502 201010 1 001

JUMLAH


